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"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan
kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." ?

! Q.S an-Nisa' ayat 4

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Halim
Publishing dan Distributing, 2013), 442.



PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, Skripsi ini

saya persembahkan kepada :

X/
L %4

Kedua orang tuaku yang tercinta atas segala pengorbanan yang telah
dilakukan dalam mendidik dan membimbingku baik secara langsung
maupun tidak langsung serta dengan tulus iklas selalu mendo'akan demi
keberhasilan putrinya, semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik kalian
dan merahmatinya serta mendapatkan balasan yang tiada terputus darinya.
Keluargaku yang selalu menyemangatiku dan memberiku dukungan
dengan begitu besarnya demi.Kemajuan dan keberhasilanku.

Kepada seluruh dosen IAIN Ponorego yang telah memberikan ilmunya
kepadaku dan terutama.pembimbingku Bapak Dr. Miftahul Huda M.Ag
yang telah membimbing. ku-dengan sabar hingga selesainya skripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan-
kebaikan kalian.

Teruntuk Adhie Handika R.D yang dengan sabar memberikan motivasi
semangat kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Kepada seluruh teman-teman angkatan 2015 IAIN Ponorogo khususnya
sahabat-sahabatku di _kelas SA.C yang tercinta yang tak akan pernah
terlupakan sampai kapan pun.

dan orang-orang_ terkasih yang dekat dengan ku yang tidak bisa

kusebutkan satu persatu.



KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi
yang berjudul "'Ketentuan Mahar dalam Pernikahan (Studi Komparatif

Hukum Keluarga Islam di Negara Yordania dan Pakistan."

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mahar sangat penting dalam
pernikahan, dimana hukum mahar menjadi wajib bagi kaum laki-laki yang
hendak menikahi perempuan,-Balam-skripsi ini penulis membahas perbedaan
mahar diantara dua negara-yaitu Yordsani dan Pakistan, dimana kedua negara
tersebut memiliki perbedaan dalam ketentuan mahar mengenai batas miniumal

dan maksimal mahar maupun sanksi yang diberlakukan.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat
bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih
terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun
materil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis

mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang
telah memberikan  kkesempatran penulis “‘menimba ilmu di almamater
tercinta.

2. Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah 1AIN
Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis
selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Rifah Roihanah, S.H., M. H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah) yang selalu memberikan motivasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., selaku pembimbing saya yang telah memberikan
bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

Vi



5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo vang telah
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntu
ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau
semua atas bentuan dan jjasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan
adanya penulisan skripsi ini penulis berhahap bisa mewujudkan apa vang
menjadi maksud dan tujuan dari penyajjian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis
menyadari bahwa dalam pembuatan sksipsi ini ada kesalahan, kekurangan dan

'ogo, 19 Juli 2019

Septvaran

NIM 210115091




ABSTRAK

Septyarany, Nisa.2019. Ketentuan mahar dalam Perkawinan (Studi Komparatif
Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan). Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag

Kata Kunci : Mahar, Hukum Keluarga Islam, Yordania dan Pakistan.

Hukum Islam merupakan pedoman bagi Umat Islam diseluruh dunia
dalam menyelesaikan masalah pernikahan, kususnya masalah mahar dengan azas
kesederhanaan dan kemudahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah
melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum
pelaksanaan pernikahan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar
yaitu mahar harus ada dalam pernikahan namun sesuai dengan budaya masing-
masing. Perundang-undangan di—Negara Yordania terdapat ketentuan mahar
dimana status kepemilikan mahar dimuliki.penuh oleh isteri namun seorang wali
ayah ataupun kakeknya juga dapat memilikinya. Akibat dari mahar jika suami
telah memberikan mahar terhadap istri-maka istri wajib patuh kepada suami.
Sedang dalam ketentuan batas-dan . maksimal mahar, karena negara yordania
menggunakan madzab Hanafi maka’batas/ketentuan mahar 40 dirham. Beda lagi
dengan ketentuan mahar yang ada di> Negara Pakistan,bahwa seseorang yang
melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang ini dapat dihukum dengan
hukuman maksimal 6 bulan.

Dari uraian diatas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan mahar dan
sanksi di Yordania, Pakistan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji
perihal mahar dalam rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana perbandingan
besaran bentuk dan Jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara
Pakistan? (2) Bagaimana perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran
terhadap ketentuan mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan?

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah library research,
artinya penelitian ini didasarkan’ pada data tertulis'yang berasalkan dari undang-
undang, Kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data yang tertulis lainya yang
berguna dan mendukung penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-
komparatif. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimana
batas maksimal mahar menurut undang-undang yang berlaku di Negara Pakistan
dan Yordania.

Dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan mahar di negara Yordania
Pakistan. Kedua negara tersebut memberikan aturan yang jelas, tegas, dan rinci
dalam masalah mahar, terutama dalam masalah ketentuan pembatasan mahar juga
terjadinya perceraian dan mahar yang masih dalam keadaan terhutang. Selain itu,
semangat untuk menghindarkan besarnya jumlah mahar juga tergambar dalam
ketentuan yang berlaku. Bahkan Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan
jumlah maksimal mahar sekaligus memberikan sanksi bagi pihak wali yang
melanggar ketentuan tersebut.
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TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:®

Arab Indonesia Arab Indonesia
3 ’ % d
o b b t
< t b z
& th ¢ '
z ] ¢ gh
C h e f
c Kh ] q
> d 3) k
5 dh J l
| r ¢ m
J Z J n
o S A h
2 sh ° w
e S @ y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horisontal di atas huruf a, T dan @.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua

huruf “ay” dan “aw”.

*Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, Buku Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah (Ponorogo: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo, 2016), 57-58.



Contoh:

Bayna, layhim, gawl, maw ‘ah.

Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-din ‘inda Allah al-Islam bukan
Inna al-dina inda Allahi al-Islamu. /...--Kahuwa wajib bukan Fahuwa wajibu
dan bukan pula Fahuwa wajibun-

Kata yang berakhir dengan ta’marbat}ah dan berkedudukan sebagai sifat
(na’ar) dan iafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muaf
ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. Na’atdan Mudafilayh.:Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}ri<yah.

2. Mudaf »matlba’at al-ammah.

Kata vyang berakhir “dengan ya>" mushaddadah (ya’ bertashdi>d)
ditransliterasikan dengan 1. Jika 1 diikuti dengan ta’'marbat}ah maka
transliterasinya adalah iyah. Jika ya>’bertashdi>d berada ditengah kata
ditransliterasikan dengan vyy.

Contoh:

al-Ghazali>, al-Nawawi, lbn Taymi>yah, al-Jawzi>yah, Sayyid, Mugayyid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghargai
kedudukan wanita. Salah satunya ialah dengan memberinya hak untuk memegang
urusan dan memiliki sesuatu. Dizaman jahiliyah, hak perempuan yang demikian itu
ditiadakan sama sekali, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan
hartanya dan tidak memberikan-kesempatan-kepada putrinya untuk menggurus harta
ataupun menggunakanya. Islam. datang-menghilangkan belenggu ini dengan jalan
isteri diberikan hak mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya orang
yang paling dekat sekalipun tidak dibenarkan memanfaatkan ataupun mengambil
sedikitpun bagian dari mahar tersebut kecuali dengan ridlonya." Mahar mempunyai
peranan yang signifikan dalam suatu perkawinan. Kewajiban suami untuk
memberikan mahar kepada isteri mengakibatkan adanya berbagai interprestasi dari
pada Musafir dan Fugaha.

Menurut Al-Hamdani maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami
kepada isterinya, sebelum atau sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad

sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainya®. Keharusan

! Sayyid Sabid, Figih Sunah, terj. Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3,
2007), 40
2 Al Hamdani, Risalah Nikah.Terj. Agus Salim , (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 30



membayar mahar itu berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak. Sunat menyebutkan
mahar pada waktu akad nikah karena Nabi selalu menyebutnya. Kalau perempuan
yang dinikahinya termasuk orang yang tidak boleh mentassarukan hartanya karena
sesuatu 'Aridh (rintangan) seperti dungu, maka menyebut mahar pada waktu akad
nikah adalah wajib.?

Mahar merupakan kewajiban® bagi laki-laki bukanya perempuan, selaras
dengan prisip syari‘at bahwa seorang-perempuan sama sekali tidak dibebankan
kewajiban nafkah, baik sebagai seorang,ibu;.anak perempuan maupun sebagi isteri.
Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik
berupa mahar, maupun nafkah kehidupan lainya. Sedangkan pekerjaan utama
perempuan adalah mengasuh anak dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang
tidak ringan dan tidak mudah. Jika perempuan dibebankan untuk membayar mahar,
maka dia dipaksa untuk menanggung beban yang baru dan bahkan sampai dapat
menurunkan harga dirinya.”

Kaitanya dengan jumlah mahar, Al-Qur'an menggunakan istilah yang sangat
fleksibel, yaitu ma'ruf. Kata ma'ruf dapat diastikan sepantasnya, sewajarnya atau
semampunya. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad Saw juga menyebutkan nilai

mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengaranya

® Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan
Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam, PT Bulan Bintang,(Agustus 2005), 83
* Wahbah Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz.,7) .253



cukup mahal.®> maka dalam hal ini harus dipahami dengan jelas dan bijaksana
sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksanya perkawinan.

Para Ulama sepakat, Jumlahnya terserah pada kemampuan mempelai laki-laki
asal dianggap layak. Tidak ada ketentuan dalam agama yang menunjukkan batasan
maksimal yang tidak boleh melebihi hal itu.® Imam syafii, Ahmad, Ishag, Abu
Tsaur dan fugaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada
batas minimalnya. Segala sesuatu yang-dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain
dapat dijadikan mahar. Tetapi sebagian ugaha yang lain berpendapat bahwa mahar
itu ada batas terendahnya. Imam' Malik'dan/para pengikutnya mengatakan bahwa
mahar itu paling sedikit seperempat’ dinar emas murni, atau perak seberat tiga
dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas atau perak tersebut.
Mereka yang berpendapat mahar tidak ada batasanya karena mengikuti bahwa sabda
Nabi SAW., "Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa
mahar itu tidak ,mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan
terendahnya tentu beliau menjelaskannya.”

Adapun kadar mahar yang:wajib berdasarkan Q.S al-Nisa[4]: 20

® Hadis yang diriwayatkan Muslim menyebutkan bahwa mahar yang diberikan Nabi
Muhammad Saw Kepada Isteri-isterinya adalah 12 awqiyyah atau sama dengan 500 dirham.

¢ Dr.Abdul wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami(Bandung:Pustaka
Setia,2007), 220

" Ibid hal:43
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Artinya:
"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu-mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan-mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan
yang Dusta dan dengan (menanggung)'dosa yang nyata ? Maksudnya lalah:
menceraikan isteri yang tidak disenangi/dan kawin dengan isteri yang baru.

Sekalipun ia menceraikan isteri. yang/lama itu bukan tujuan untuk kawin,
Namun meminta kembali pemberian-pémberian itu tidak dibolehkan."®

Mahar adalah sesuatu yang‘mempunyai nilai atau berharga. Hanya saja
disunatkan tidak melebihi dari-mahar yang pernah diberikan suami kepada isteri-
isterinya dan mahar anak perempuanya, yakni maksimal 500 dirham. mahar dapat

juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga berupa upah (jasa).

Saat ini berbagai negara muslim yang melakukan reformasi dalam hukum
keluarga telah memasukkan mahar- Sebagai. salah_satu obyek masalah yang harus
diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila dikemudian terjadi problem dalam
rumah tangga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat

diselesaikan oleh hakim.®

& Al-Quran, 4: 20
® Zainal Abidin fikri, "Kedudukan dan Jumlah Mahar", (Palembang, Sumatera Utara, Pustaka
Setya, 2009), 46



Di dalam Undang-Undang Negara Yordania tentang perkawinan, yaitu The
Code o Personal status and Supplementary Laws 1976, yaitu Undang-undang
tentang status pribadi dan hukum-hukum tambahan 1976.'° Dalam Undang-undang
tersebut No.16 tahun 1976, masalah mahar di bahas dalam pembahasan tersendiri,
yaitu pada bagian ke-8 yang memuat 21 pasal, pasal 44-65. Dalam pasal ini
pembahasan tentang mahar dilakukan secara rinci. Namun sebelum itu, masalah
mahar juga disinggung pada bagian-aturan-aturan yang berhubungan dengan
perkawinan dan di dalamnya memuat masatah mahar, nafkah, dan hak untuk saling
mewarisi. Disana juga dijelaskan status mahar, yaitu kalau akad nikad sudah
dilakukan, mahar dan nafkah menhjadi wajib dan juga ada hak untuk saling

mewarisi.'*

Kemudian disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mabhar,
isteri wajib menunjukkan sifat patuh kapada suami, tinggal dirumah suami, dan
pindah bersama suami ketempat yang di inginkan suami, meskipun diluar negeri,
dengan syarat tempat tinggal tersebut aman. kalau isteri menolak (tidak patuh) maka

hak nafkah hilang.

19 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,(Yogyakarta/Graha IImu/,
2011), 37

11 Zainal Abidin fikri, "Kedudukan dan Jumlah Mahar" Palembang, Sumatera Utara,Pustaka
Setya, 2009), 48



Adapun jenis mahar terdiri atas:

1) Mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui oleh kedua pihak pada waktu akad
nikah.
2) Mahar sepantasnya (mahar mitsil), yaitu mahar yang sesuai dengan status sosial

keluarga isteri.

Jika sulit menetapkan mahar yang sesuai.maka disesuaikan dengan kepantasan
di tempat tinggalnya. Mahar khusus beleh-dibayarkan tunai atau hutang, seluruhnya
atau sebagian, dan dibuktikan dengan dokumen tertulis. Kalau tidak ada penjelasan
tentang waktu pembayaran berartiymahar dibayar tunai. Pembatalan pembayaran

mahar adalah karena suami waat.*>

Status kepemilikannya, mahar menjadi kekayaan isteri. Tidak ada pihak yang
berhak meminta sesuatu dari suami, baik bapak sendiri ataupun keluarga, yang
berkaitan dengan penerimaan isteri dalam perkawinan. Tetapi disebutkan pula, jika
yang bertindak sebagai wali adalah bapak/kakek, maka dia berhak memiliki mahar
anak/cucunya, bahkan meskipun si anak sudah mempunyai hak penuh, dengan
syarat suami tidak menolak membayar. Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut
boleh diambil wali. Kemudian di sebutkan, suami boleh menaikkan jumlah mahar
setelah akad nikah atau menurunkannya oleh isteri, dengan syarat diterima oleh

pihak yang bersangkutan.

2 |bid



Beda lagi dengan ketentuan mahar yang ada di Negara Pakistan, bahwa
Undang-Undang yang berlaku di Pakistan mengenai mahar di atur dalam Dowry
and Bridal Gift (Reastriction) act 1976 yang diatur didalam pasal 2 sampai dengan
pasal 5, dimana pasal 2 menjelaskan mengenai defini mahar, pasal 3 mengatur
mengenai pembatasan maksimum mahar, hadiah, dan hadiah pengantin. pada pasal
3 tepatnya ayat 1 menetapkan jumlah. mahar maksimal mahar 5000 Rupee atau
setara dengan Rp980.055,94.21 serta-dalam pasal 4 mengatur mengenai hadiah atau
kado yang boleh diberikan tidak boleh lebih dari 100 Rupee atau setara dengan
19.601,12.22 dan dalam pasal\5 Perundang-Undangan Pakistan menyebutkan bahwa
semua yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berkaitan dengan pernikahan
ataupun hadiah maupun kado yang ‘diberikan menjadi hak penuh isteri. Pasal 6
menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan,
seperti upacar walimah dan semacamnya, tidak boleh lebih dari 2500 rupee.'®
Adapun dalam pasal 8 menyebutkan bahwa bapak atau yang mewakilinya, dalam
waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada pegawai pencatat
tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawian'yang bersangkutan. Dan pasal 9
menetapkan bahwa seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam Undang-

Undang ini dapat dihukum dengan hukuman maksimal 6 bulan.**

3 Ahmad Sainul, "Mahar pakistan”, html http;//notesnasution.blogspot.com/2014/12/, (Di
akses pada tanggal 11 Oktober 2018, Jam 19:30)
4 Tahir Mahmood, Amily Law Reorm in The Muslim World, h.249-251



Dalam masalah penuntutan mahar yang terhutang maka isteri berhak
menuntut pembayaran mahar sebagai hutang suami apabila isteri telah menyerahkan
dirinya dan ketidakmampuan suami membayar mahar tidak dapat dijadikan sebagai
alasan perceraian. Isteri berhak menerima setengahnya apabila suami
menceraikanya sebelum melakukan hubungan suami isteri (gabl dukhul). Tetapi
kalau alasan perceraian karena isteri-cacat, maka isteri tidak berhak atas mahar. Jika
isteri mengajukan perceraian dengan.alasan suami catat dan telah terjadi hubungan

suami isteri, maka isteri berhak/mendapatkan mahar seluruhnya.

Adapun mengenai kewenangan-wali’ dalam masalah penentuan mahar, maka
dalam perarturan tersebut dijelaskan\bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa
\dan akan melangsungkan pernikahan dengan jumlah mahar yang kurang dari mahar
mitsil, maka dalam hal ini wali tidak boleh memaksa perempuan tersebut untuk
menikah. Jika terjadi perbedaan pendapat antar suami dan isteri tentang apakah
mahar sudah dibayar atau belum, maka dalam hal ini diatur bahwa pendapat isteri
yang diterima kalau sebelum terjadi hubungan suami isteri maka pendapat suami

yang diterima.

Untuk itu di lihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis
akan melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan mahar
di Negara Yordania, Pakistan dan Maroko dengan judul : "KETENTUAN MAHAR
DALAM PERKAWINAN" (Studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan

Pakistan)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis

mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap besaran bentuk dan Jenis
mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan?

2. Bagaimana Analisis Undang-Undang pemberlakuan sanksi pelanggaran
terhadap ketentuan batas. /minimal. dan maksimal mahar di Negara
Yordania dan Negara Pakistan?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah.untuk menjelaskan/ mendeskripsikan :

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap besaran bentuk dan
jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan

2. Untuk menjelaskan analisis Undang-Undang sanksi pelanggaran terhadap
ketentuan batas minimal dan_maksimal mahar di Negara Yordania dan
Negara Pakistan

D. Manfaat Penelitian
Ada pun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil studi ini diharapkan akan menambah khasanah pemikiran hukum,

khususnya yang berkaitan dengan mahar.
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b. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum islam, khususnya
dalam hal yang berkaitan dengan mahar.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
b. Hasil studi ini diharapkan akan berguna lebih lanjut bagi para peminat
yang ingin mengkaji lebih-lanjut tentang Perundang-Undangan di Negara-
Negara Islam Khususnya yang berkaitan dengan mahar.
E. Telaah Pustaka
Untuk menguji hasil kemurnian’dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan
kajian pustaka untuk menguatkan'bahwa penelitian ini belum pernah diteliti
sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya
tulis ilmiah “sebelumnya yang okus pada pembahasan mahar. Oleh karena itu
penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah

terlebih dahulu yang fokus pada pembahasan mahar.

Berkaitan dengan studi diatas penulis belum banyak menemukan karya
ilmiah yang secara spesifik membahas tentang masalah perbandingan mahar di
Yordania dan Pakistan. Karya ilmiah yang berkaitan dengan mahar, yang penulis

temui masih bayak dalam lingkup madzab atau tokoh-tokoh Islam modern.

Pertama, skripsi Ahmad Fatkhul Huda,"ARGUMENTASI DAN SANKSI

ATAS KETENTUAN PEMBATASAN MAHAR PERNIKAHAN" (Studi Komperatif
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Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan). Jurusan Ahwal Syahkshiyah
IAIN Ponorogo Tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan
bahwa persamaan ketentuan pembatasan mahar menurut Perundang-Undangan
Indonesia maupun Pakistan tidak memberlakukan batas minimal dalam pemberian
mahar. Sedangkan perbedaanya terdapat pada batas maksimal jumlah mahar,
dimana Perundang-Undangan di Indonesia berdasarkan asas kesederhanaan dan
kemudahan (patut), sedangkan dalam-perundang-undangan Pakistan mahar tidak

boleh melebihi 5000 rupee.

Pakistan yang memberlakukan-3 macam sanksi bagi pelanggar ketentuan
pembatasan mahar, pertama sanksi denda sebesar 1000 rupee, kedua sanksi
kurungan selama 6 bulan dan yang ketiga sanksi denda dan juga kurungan.
Meskipun dalam penelitian yang akan penulis lakukan hampir sama dengan
penelitian skripsi ini, namun banyak perbedaan yang perlu diperhatiakan. di dalam
penelitian Ahmad atkhul Huda ini hanya terokus pada penelitian perbandingan
Negara Indonesia dan Pakistan, sedangkan penulis mengangkat penelitian terhadap

Negara Yordania dan Pakistan.”

Kedua, skripsi Yeni Patmawati, Jurusan Ahwal Syakhsiyah STAIN
Ponorogo, 2011 " MAHAR DALAM PERNIKAHAN (Studi komperatif Madhab

maliki dan Madhhab Shafi'i). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa madhab

> Skripsi Ahmad fatkhul Huda, “ARGUMENTASI DAN SANKSI ATAS KETENTUAN
PEMBATASAN MAHAR PERNIKAHAN" (Studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan
Pakistan) Ponorogo 2017
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maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus
diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan,
sedangkan madhap Shafi'i menempatkan kedudukan mahar bukan sebagai rukun
dalam pernikahan yang menjadi syarat sahnya saja dalam pernikahan, dan kadar

mahar tersebut menurut madhab Syafi'i tidak ada batasan sama sekali.*®

Ketiga, skripsi Atiqgoh Fatiyah, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016) "Studi Komparatif Kedudukan
Mahar Pernikahan di Negara indonesia dan Pakistan™, Di dalam skripsi tersebut
hasil penelitianya bahwa Perundang-tndangan mengenai mahar di Negara Pakistan
yaitu dari segi jumlah yang telah\ ditetapkan dalam Undang-Undang berkaitan
dengan madzab yang dianut oleh mayoritas penduduk Pakistan. yaitu mayoritas

madzab penduduk Pakistan menggunakan madzab Hanafi."’

Ketiga, skripsi Hafidz Al-Ghoiri, “Konsep Besarnya Mahar Pernikahan
Menurut Imam Syafi’i”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisa
terhadap ketentuan mahary, menunut;JImam:Syafi’i serta argumennya. Hasil

penelitiannya adalah dalam masalah mahar menurut Imam Syafi’i mahar tidak ada

18 Skripsi Yeni Patmawati, " MAHAR DALAM PERNIKAHAN (Studi komperatif Madhhab
maliki dan Madhhab Shafi'i) Ponorogo 2011

YSkripsi Atiqoh Fatiyah, "Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan di Negara
Indonesia dan Pakistan", Jakarta 2016
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batas minimalnya akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan

sang istri.'®

Keempat, Aniqotus Sa'adah, “4nalisis pendapat Imam Malik tentang mahar
mitsil bagi istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul”. Penelitian ini
membahas pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia gobla dukhul dan
ketika akad maharnya belum ditentukan, maka istri tidak berhak mendapatkan
mahar mitsil sama sekali, karena:menurut. Imam Malik hak untuk mendapatkan
mahar itu pada istimta (kenikmatan), ~dengan demikian istri hanya berhak
mendapatkan harta pusaka (warisan).serta/diwajibkan iddah. Sedangkan menurut
pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin hambal dalam
permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar mitsil
secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan

beriddah, karena hak istri untuk mendapatkan mahar itu terletak pada akad nikah. .*°

Dari sedikit uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis»berbeda denganpenelitian yang sebelumnya. Adapun
persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang ketentuan mahar.
walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberikan

kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian

'8 Skripsi Hafidz Al-Ghoiri, “Konsep Besarnya Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi’i”
Ponorogo 2017

19 Skripsi Anigotus Sa'adah, “Analisis pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil bagi istri
yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul”, (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
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ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik
sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-
penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang mahar. Di dalam skripsi ini
penulis meneliti ketentuan mahar yang ada di dua negara, yaitu di Negara

Yordania, dan Pakistan.
F. METODOLOGI PENELITIAN

Secara umum metodologi«adalah’ studi yang logis dan sistematis tentang
prisip-prinsip yang mengarahkan penelitiah’ ilmiah. Adapun metode penelitian
adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakuakn,
menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.”’ Dalam penulisan
karya ilmiah maka penggunaan metode mutlak diperlukan disamping
mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan juga rasional

guna mencapai hasil penelitian yang optimal, berikut pemaparanya :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah library research,” artinya penelitian ini didasarkan
pada data tertulis yang berasalkan dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan
sumber-sumber data yang tertulis lainya yang berguna dan mendukung penelitian

ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap undang-undang dari kedua Negara

20 Restu kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Graha 1lmu, 2010) 68
ISytrisno, Metode Penelitian Research, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Universitas
Psikolog UGM, 1997), 4.
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tersebut yaitu Pakistan dan Yordania yang berkaitan dengan mahar dalam
perkawinan yang terkait dengan judul penelitian ini.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Deskriptif adalah dengan
menggambarkan secara tepat bagaimana batas maksimal mahar menurut undang-

undang yang berlaku di Negara Pakistan dan Yordania.

Analisis adalah jalan yang- digunakan untuk mendapatkan penelitian secara
normative tentang batas maksimal mahar menurut undang-undang yang berlaku di
Negara Pakistan dan Yordania.dengan tidak hanya menyimpukan dan menyusun
data, tetapi juga analisis dan interprestasi serta memilah-milah pengertian yang satu
dengan yang lainya. Komparatif adalah usaha untuk membandingkan perundang-
undangan yang berlaku diketiga Negara tersebut, sehingga akan di ketahui

persamaan maupun perbedaanya.

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari
penelitian ini adalah membandingkan ketentuan mahar di Negara Yordania dan
Pakistan. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas dalam judul penelitian ini
bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif.

Dengan demikian diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini
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diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan

harapan dibuatnya penelitian ini.?
3. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis
normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang
berkaitan dengan pembuktian-perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris
dilakukan dengtan penelitian, fapangan yang’ ditunjukkan pada penerapan hukum

acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatanm yang dilakukan berdasarkan
bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni
ndengan mempelajaribuku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain

yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajagi ada tidaknya buku-
buku atau sumber-sumber tertulis lainya yang relevan dengan judul skripsi.

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang

22 Jusuf Soewadji, pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta:Mitra Wacana media,2012), 59
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diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan
dokumentasi yang bersifat tertulis, terutama buku-buku yang berkaitan dengan judul
penelitin tersebut, dan juga data-data yang tertulis lainya yang dikumpulkan
kemudian menelaah data-data tersebut. sumber yang relevan bukan berarti harus
selalu mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, namun relevan disini
adalah buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang
akan ditelaah.”® Dengan demikian -penulis- dalam penelitian ini yang mana
menggunakan jenis metode pengumpulan-penelitian studi pustaka memilih metode
pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam
penelitian ini. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis berbentuk apapun
dari berbagai sumber valid yang mendukung serta sesuai dengan tema penelitian

yang dibahas dalam skripsi ini.
5. Data dan Sumber Data

Penelitin sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada

tahap ini ditentukan sumberdata primer-danmsumber,data sekunder.

a. Data
Sumber primer adalah dokumen pokok yang menjadi objek dari penelitian

tersebut, yaitu :

2% Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 163
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1) Perundang-undangan Negara Yordania (Code o Personal status and
Supplementary Laws 1976)
2) Perundang-undangan Negara Pakistan (The Dowry and Bridal Gift
(Restrection) Act.1976)
b. Sumber Data
Sumber data dalam metodologi+ penelitian studi pustaka ialah berbentuk
dokumenter. Yakni analisa terhadapsumber-sumber data tertulis yang ditulis
langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat-dari sumber data ini adalah sumber data
utama.”* adapun sumber data_dalam'penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal,
karya ilmiyah dan internet yang'berkaitan dengan penelitian tersebut, dan
kepustakaan lain yang mendukung-penelitian tersebut, misalnya jurnal adalah
Qodariah barkah: Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim Ditulis oleh
JI.Pro.K.H.Zainal Abidin fikri, Palembang, Sumatera Selatan. Yang diterbitkan
olen IAIN Raden Patah Palembang, Buku "Personal Law in Islamic Country"
karangan Mahmood Thohir.
6. Pengolahan data
a. Editing, vyaitu data yang diperolen dan diteliti kembali mengenai
kelengkapanya, kejelasanya, sehingga terhindar dari kekurangan dan

kesalahan. Penerapan dalam skripsi ini adalah dengan membaca literature-

2 sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta:
Gajah Mada Universitas Press, 2012)him.101
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leteratur yang ada kaitanya dengan pembahasan dengan cara mencari kata
atau kalimat menjadin pokok pembahasan, contoh kata-kata “mahar".

Organizing, Menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data
yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya
sesuai dengan permasalahanya.®® Dimana penulis menyusun dan
mensistematiskan data-data.yang diperolen dalam kerangka paparanyang
sudah penulis rencanakan sesuai-dengan rumusan masalah yang penulis
teliti. Setelah data-data ‘tentuan’ ketentuan mahar perkawinan di Negara
Pakistan dan ' Yordanian diperoleh maka penulis menyusun dan
mensistematiskan d ata-data’yang diperoleh dengan rumusan masalah yang
sudah peneliti buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan

rumusan masalah atau belum.

7. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh terdiri dari berbagai literatur,

majalah, buku, jurnal, dan Undang-Undang dari masing-masing Negara.
Setelah data terkumpul sesuai” dengan_permasalahan, kemudian dipelajari dan

difahami. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah :

192

% Masri Singgaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP31S, 1982),
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a. Metode deskriptif, yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya dari
data direferensi sumber data tentang ketentuan mahar perkawinan,®

terutama yang ada di Yordania dan Pakistan.

b. Metode Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara dua data yang
berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan akurat
untuk dijadikan bahan® rujukan. dan pedoman dalam menetapkan

kesimpulan.?’

8. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang ditakukan dalam penelitin ini adalah dengan
mengumpulkan sumber-sumber data baik primer maupun data sekunder yang

berkaitan dengan permasalhan yang akan diteliti.
G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis

akan membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab, yaitu :
BAB|1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok

permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini juga

%6 Addhinteas, "Metode penelitian deskriptif," dalam http://addhinteas/article/metode
penelitian deskriptif/, (diakses pada tanggal 10 Febuari 2019, jam 15:09).

2" »penelitian deskriptif komparatif kausal".blogspot.com dalam http://article/metodologi-
penelitian-deskriptif/, (diakses pada tanggal 10 Febuari 2019, jam 19:45).
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gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri
dari latar belakang, penegasan istilah, tujuan dan manaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penggolahan data,

teknik analisa data dan sistematika.

BAB Il : KETENTUAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Bab ini berisi-tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan batasan
mahar dalam pernikahan. Bab.ini‘berfungsi sebagai kerangka teori. Di dalam
berisi tentang ketentuan-mahar berdasarkan ketentuan undang-undang yang

belaku di kedua negara yaitu;Pakistan dan Yordania.

BAB Il : KETENTUAN — MAHAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM

KELUARGA ISLAM PAKISTAN DAN YORDANIA

Bab ini berisi mengenal ketentuan batasan mahar pernikahan di
Pakistan dan Yordania , Dalam bab ini juga berisi gambaran umum Negara

Pakistan dan Yordania.

BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN ARGUMEN DAN SANKSI
KETENTUAN PEMBATASAN MAHAR PERNIKAHAN

DALAM HUKUM KELUARGA PAKISTAN DAN YORDANIA.

Bab ini adalah inti dari penelitian yaitu membandingkan antara

ketentuan mahar yang berlaku di Pakistan dan Yordania. bab ini berisi
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tentang perbedaan ketentuan batasan mahar pernikahan dalam hukum
Keluarga Islam di Pakistan dan Yordania, mencari titik perbedaan dan
persamaan diantara dua negara tersebut. Serta mendeskripsikan alasan yang
melatarbelakangi kedua Negara memberlakukan ketentuan mahar
pernikahan yang berbeda dalam perundang-undangan baik baik secara

sosiologis, maupun metodis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai. kesimpulan, saran-saran, datar pustaka, dan

biografi penulis.
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BAB |1

KETENTUAN MAHAR DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Mahar

Kata "Mahar" berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk
abstrak atau masdar, yakni "Mahran" atau kata kerja, yakni fi'il dari mahara-
yamhuru-mahran.” Lalu, dibakukan-dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan
kini sudah diindonesiakan /dengan kata-yang sama, yakni mahar atau karena
kebiasaan pembayaran mahar dehgan:mas;mahar diidentikan dengan mas kawin.?®"
"yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan
pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan
oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi

tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun

Al-Hadist.

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang.-digunakan. Kalangan ahli figh lebih
sering menggunakan kata "shidaq" dalam Kkitab-kitab fighnya. Sebaliknya, di
Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para
ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash-shidaq
dan terma al-mahr. ada pendapat yang menegaskann bahwa shadaq merupakan

sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi’, subhat, persusuan, dan menarik

28 Beni Ahmad Saebani,M.Si, Figh Munakahat (Bandung: Pustaka Setya,2001),260
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kesaksian. menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi
jika yang dimaksudkan meriupakan pemberian sesuatu dari mempelaui laki-laki
kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar
digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shadaq dapat digunakan dalam hal
selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagimana shadagah wajib
dan shadagah sunnah. Shadagah wajib adalah membayar zakat dan membayar

mabhar.

Menurut Sayyid Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh
seorang mempelai pria dengan sebab “nikah atau watha'. Penyebutan mahar
hukumnya sunat, baik dari segi bentuk dan jumlah dalam suatu akad pernikahan.
Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Demikian pula,
menurut Tagiyuddin bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnat. Jika tidak

disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar.*

Dari berapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah
pemberian pihak mempelai-laki-laki kepada pihak. mnempelai perempuan berupa
harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar dalam
hukum perkawianan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan

musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak wanita

2 bid.,261.
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sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan

jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.*

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan
diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi
telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat islam dimaksudkan
untuk mengangkat harkat dan martabat seorang wanita yang sejak zaman jahiliah
telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari puhak
mempelai laki-laki, status//perempuan tidak dianggap sebagai barang yang
perjualbelikan. Sayyid sabig mengatakan /bahwa salah satu usaha Islam adalah
memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memeberinya hak untuk
memegang urursanya. Pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-
siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau
walinya yang semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaanya. Dalam syariat
Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkanya kaum laki-laki membayar
mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliah
dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainya yang
sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima
wasiat.* Para ahli figh ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad

nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar bahwa mahar adalah syarat sahnya

30 i
Ibid. 263.
$1prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Perkawianan
Perceraian Keluarga Muslim, ( Bandung: CV Pustaka Setya, 2013), 71.
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menikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya,® sesuai

dengan firman Allah dalam (Q.s An-Nisa:4) :

Z_ g Z. . 8 Ao 2 _ g, - P A5 s g oy L S
R A Z el . EFN . - R ela - .nw - N - |-~
e

Artinya :
"Berikanlah maskawin-(mahar), kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan -penuh/ kerefaan.. kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari4maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian/ itu” (sebagai. ) makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya."**

Pemberian itu ialah maskawin)yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan
kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dalam surat An-

Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut :

o T

T . > - 3% 4}/}/2 /’f//ﬂ - £ 3 4’“ A 7
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Artinya :
Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuan mereka),*

Demikian dalam Surat Al-Bagarah ayat 237 berbunyi :

%2 Kamal Mucthar, Asas-Asas Hukum lIslam tentang Perkawinan (Jakarta: PT Bulan
Bintang,1987),82

% Al-Quran, 4:4.

% Al-Quran, 4: 4
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Artinya :
"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".*

Ayat-Ayat Al-Qur'an diatas ' merupakan dasar hukum yang kuat bahwa laki-
laki wajib memebayar mahar kepada, perempuan yang hendak dinikahinya dengan
iklas agar hak perempuan sejak-awal -tetah ditegakkan. Istilah mahar dalam Al-
Qur'an digunakan dengan istilah shodug, nihlah, dan ajrun, sedangkan istilah mahar

secara tekstual tidak diketemukan.®

Dasar Hukum yang kedua adalah Hadis, sebagimana hadis yang diriwayatkan

oleh Ibmnu Majah, Yang dikutip olen Rahmat Hakim :

Artinya :

"Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahgnya dan paling murah
maharnya." (H.R. Ibnu Majah)

Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

% Al-Qurian 2: 237.
% prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Perkawianan
Perceraian Keluarga Muslim, 74.
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Artinya :

"Yang paling memebawa berkah adalah wanita yang paling sedikit
maharnya."” (Muttafaqun dikutip oleh Rahman Hakim, 2000:73)

Dalam Al-Qur'an Suarat Al-bagarah (2):236 :

Ry Wﬁuéj ‘Wﬁ-’)‘u‘“ﬁ“‘-’r‘ f“‘u’ SRS
By ol Jo a2 uj,uJu w9335 padl 15550305 sl Jo

S\N
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Artinya :

"Tidak ada kewajiban\membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum Kamu'‘bercampur dengan mereka dan sebelum
kamu menentukan maharnya!)dan” hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka: orang yang mampu menurut kemampuannya
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian
menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan."’

Dari ayat ini dapat disimpulkan, bahwa kalau isteri diceraikan sebelum
dicampuri atau jumlah mahar belum ditentukan, mahar boleh tidak dibayarkan,

tetapi harus membayar dispensasi (mut'ah) sesuai dengan kemampuan suami.®

Dalam Al-Qur'an Surat’An: Nisa"ayat'20-21 allah SWT berfirman :

7 Al-Quran, 2:236
%8 prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Hukum Perkawinan | Dilengkapi Perbandingan UU
Negara Muslim Kontemporer, ( Yogyakarta: Academia+Tazzafa,2004),132
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Artinya :

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,* sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah/kamu-mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan, mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan
yang Dusta dan dengan’ (menanggung)-dosa yang nyata? dan Bagaimana kamu
akan mengambilnya ‘kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul
(bercampur) dengan yang. lain-sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari Kamu Perjanjian yang kuat."*

Ulama Figh berbeda pendapat( tentang terjadinya khalwat (bersepi-sepi).,
Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib

membayar mahar kepada isrterinya setelah terjadi khalwat, sedangkan menurut

Imam Abu Hanifah tidak wajib.

Apabila melihat zhahir ayat di atas, yang wajib membayar mahar sepenuhnya
(lengkap) lalah orang-orangyang tefah bercampur dengan isterinya. Adapun orang-
orang yang telah berkhalwat dengan isterinya belum dapat dipastikan terjadi dukhul

(senggama ataukah belum. Sebab pengakuan dari salah seorang suami atau isteri

% Maksudnya lalah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang
baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta
kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

“Al-Quran, 4: 20-21.
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belum dapat dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi sengama antara mereka (suami
isteri). Dalam hal ini Imam asyl-Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud mewajibkan
pembayaran mahar sepenuhnya apabila telah terjadi khalwat dan untuk kepastian
hukumnya apabila telah terjadi khalwat antar suami isteri, dapat dijadikan dasar
bahwa telah terjadi dhukul (persetubuhan) antara keduanya. karena itu, Pihak suami
wajib membayar mahar sepenuhnya, sebagaimana kesepakatan yang telah
ditetapkan dalam janji kawin antara-mereka berdua, kecuasli apabila terdapat alat-
alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah
berkhalwat, namun belum \terjadi-persetubuhan dalam hal ini, jika suami
menceraikanya, ia tidak wajib memebayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi

dukhul dan suami wajib membayar separuhnya.**

Mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1) Harta/Bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga,
walaupun tidak yada ketentuanybanyak atat sedikitnya mahar. akan tetapi

apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar,

babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

** Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Perkawianan
Perceraian Keluarga Muslim, 77.
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3) barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik
orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilinkinya
karena berniat untuk mengembalikanya kelak. Memeberikan mahar barang

hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan
memberikan barang yang tidak jelas keadanya, atau tidak disebutkan

jenisnya.*
B. Jumlah dan Bentuk Mahar

Agama Islam tidak menetapkan/jumlah minimum dan begitu pula jumlah
maksimum dari maskawin. Rahmat hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar
sangat bergantung pada kebiasaan negara ataupun situasi dan kondisinya. Besarnya
mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-
beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam
memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya
orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh sebab itu
terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan

masing-masing pihak yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya. Janganlah

*Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A , Figh Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media,
2003),87
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ketidak sanggupan membayar mahar menjadi penghalang bagi berlangsungnya

suatu perkawinan.*®

Namun karena merupakan hak mempelai wanita berhak memilih dan
menentukan maharnya. la berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau
kecil, dan berhak mengembalikan sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. la pun
berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebaginya.
Hanya yang paling penting berkah<dalam permintaan mahar yang murah dan
sederhana. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya
berpedoman pada sifat kesederhanaan-dan’djaran kemudahan yang dianjurkan oleh
syariat islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan
kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, para fugaha telah
bersepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. kemudian mereka berselisih

pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, ahmad bin Hanbal, Ishag, Abu Tsaur, dan Fugaha madinah dari
kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar mahar tidak mengenal batas tinggi
rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang
lain dapat dijadikan mahar. Pendapat itu pula juga dikemukakan oleh Ibnu wahab
dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian ulama ada yang mewajibkan

penentuan batas tinggi rendahnya mahar, kemudian ulama itu berselisih dalam dua

* Kamal Mucthar, Asas-Asas Hukum lIslam tentang Perkawinan (Jakarta: PT Bulan
Bintang,1987),82
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pendapat. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Malik dan pengikutnya,

sedangkan pendapat kedua datang dari Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai
seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang
sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam malik berkata juga bahwa paling

sedikit mahar itu harus mencapai-empat puluh dirham.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham.
Menurut yang lain cukup lima dirham. ‘Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa

mahar paling sedikit empat puluh'dirhant,** sebagaimana Ulama kufah mengatakan :

Artinya:

“Dan berkata ulama kafah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 Dirham.*"

Menurut Ibn Rusyd Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah)
mahar tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, disebabkan oleh ketidak
jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukanya sebagai salah satu jenis
pertukaran, di mana yang dijadikan peganganya adalah kerelaan menerima ganti,
baik sedikit ataupun banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukanya sebagi
suatu ibadah, yang sudah ada ketentuanya.“® Hal tersebut terjadi karena dtinjau dari

segi bahwa dengan mahar laki-laki dapat memiliki jasad wanita u ntuk selamanya

* Ibid, 81.
5 (Muhammad bin lsa,t.t;290)

“6 Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Figh Munakahat (Bandung:Pustaka Setya, 2001), 271
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sehingga perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Akan tetapi, bila ditinjau dari
segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, hal itu

mirip dengan ibadah.

Kedua, disebabkan oleh pertentangan giyas yang menghendaki adanya
pembatasan mahar, dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya
pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan

adalah ibadah, sedangkan ibadah/itu sudah-ada ketentuan-ketentuanya.

Para ulama ahli hadis\ berpendapat/bahwa sabda Nabi SAW.: "Berikanlah
mahar walaupun sebentuk cincin dari besi," merupakan dalil bahwa mahar itu tidak
mempunyai batasan terendah. karena Jika ada batas terendahnya, tentu Nabi SAW
menjelaskanya. Alasan ini jelas, sedangkan giyas yang dijadikan pegangan oleh
fugaha yang membatasi batas minimnal mahar tidak dapat diterima premis
(Mugaddimahnya)nya. Hal tersebut terjadi karena qiyas didasarkan atas dua premis.
Pertama, mahar adalah ibadah. kedua, ibadah itu telah ditentukan. Kongklusinya

adalah bahwa mahar itu-telah.ditentukan:

Oleh karena itu, dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) itu
diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan Hadis Nabi
SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepasang

sendal, jika perempuanya rela maka terjadilah perkawinan itu.*’

47 Ibid.,271
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Bentuk maskawin itu boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan,
kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain dengan
harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta seperti juga dengan bacaan
(mengajarkan) Al-Qur'an dan keislaman (masuk Islamnya suami sebagai mahar.
Mengenai mahar berupa upah, yaitu seorang laki-laki memperistri seorang wanita
yang maharnya ndengan cara seorang laki-laki mengambil upad dari pekerjaan
kepada pihak isteri. perkawinan dengan-mahar berupa upah disebut nikah bi al-

ijarah.*

Bentuk mahar seperti ini dibolehkan/elen Agama. Dasarnya adalah perbuatan
Nabi SAW. Yang membolehkan ‘searang laki-laki mengawini seorang wanita
dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calan isterinya. Juga
berdasarkan perbuatan Nabi Syu‘aib a.s. yang menikahkan putrinya dengan Nabi
Musa a.s., Firman Allah SWT
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Artinya :

"Berkatalah Dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja

“8 Boedi Abdulah, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim. 83
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denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu.

dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".*®

Adapun jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan
pengganti (dapat ditukar), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan
dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Sifat-Sifat mahar
termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda ada pula
yang bukan benda, melainkan memiliki-sifat manfaat. Yang terpenting jenis dan
bentuk mahar harus jelas, sedangkan besar:kecil dan sedikit banyaknya mahar tidak

bersifat mutlak, hal itu sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya.
dapat pula berupa makanan, misalnya kurma, gabah dan buah-buahan, yang
terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya. Sifat-sifat mahar
termasuk pada jenis dan bentuknya, yakni ada yang berbentuk benda dan ada pula
yang bukan benda, melainkan manfaat suatu jasa tertentu, sebagimana seorang laki-
laki membayar mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an. mahar yang dimaksudkan
jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan banyaknya tidak bersifat
mutlak. Hal itu sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama

pihak mempelai perempuan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak

mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya,

9 Al-Qur'an, 28:27.
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perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Bahkan menurut Ibnu
Rusyd pihak memepelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan
mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara
tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli, tetapi Imam
Malik dan Imama Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan

bagi perempuan yang akan dinikahinya:>°

Dianjurkan untuk segera membayar mahar kepada wanita,berdasarkan firman
Allah:

o 15025 s e N SaybBi 1) SapnsS of Rk cL> 5
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Artinya :

"Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka
bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada
mereka maharnya. dan janganfah™ kamu tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempdan Kafir; dan hendaklah kamu minta
mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang
telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara
kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.">*

Para ulama telah sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada
isterinya, baik secara kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus

sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang terdapat dalam akad perkawinan,

*Ipid, 86.
L Al-Qur'an, 60:10.
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tidak dibenarkan menguranginya. Jiuka suami mkenambahnya, hal itu lebih baik
dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutalak yang jenis dan

jumlahnya sesuai akad nikah.*?

Salah satu adat kebiasaan tertua yang dilegalisasi oleh ajaran islam adalah
keharusan suami membayar mahar kepada isterinya, baik dibayar dengan cara
kontan maupun tidak kontan. Hak isteri atas harta mahar secara mutlak bukan hak
suaminya. Oleh karena suami/menrangguhkan beban tanggung jawab dengan
memikul kewajiban membayarnya. Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar

sebagai berikut :

a. Mahar dibayar dengan cara kontan

b. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati;
c. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas; dan

d. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur sekaligus
sesuai perjanjian. >
Dari segi pembayaran juga terbagi dua, yakni mahar kontan (Mu 'ajjal) yakni,
mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan
yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar

terhutang atau yang ditangguhkan pembayarannya (muaajjal). Pemberian mahar

52 prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Perkawianan
Perceraian Keluarga Muslim, 75.
> 1bid,78.
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kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan
perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal itu
berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus

memberikan perlindungan hukum kepada kepada perempuan.>*

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai kemampuan atau
disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku.
Mahar boleh dilaksanakan dan-/diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau
dibayar kontan sebagian dan/hutang sebagian, yang lain. kalau memang demikian,

maka disunahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi SAW:

"Dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia
memberikan sesuatu kepadanya. Lalu menjawab: saya tidak punya apa-apa. Maka
sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu? lalu diberikanlah barang itu

kepada Fatimah."

Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan
yang lebih baik, dengan cara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian

lebih dulu.

Kaitanya dengan penundaan pembayaran mahar, para fugaha berbeda
pendapat. Sebagian fugaha melarang menunda pembayaran mahar, sementara

sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa boleh menunda

>* Harijah Damis, Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan.
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pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak mengauli istrinya, hendaknya ia
membayar separuhnya, atau penundaan itu dilakukan hanya untuk tenggang waktu
yang terbatas. Cara penundaan pembayaran mahar harus telah waktunya dan tidak
terlalu lama menunda-nunda. Oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh
kedua belah pihak. kewajiban memberikan mahar menjadi utuh kewajibanya ketika
terjadinya pergaualan suami istri-atau kematian. istri yang dicerai sebelum
terjadinya hubungan badan, maka ia berhak 1/2 mahar. hal ini berdasar Q.S. an-

Nisa: 21.

Dianjurkan untuk menunda pempayaran mahar dengan batas waktu yang jelas
dan tidak sampai tibanya ajal salah\satu pihak, baik pihak suami atau isteri. akan
tetapi, Al-Auza'i berpendapat bahwa menunda pembayaran mahar dibolehkan
meskipun sampai kematian atau terjadi perceraian. Penundaan pembayaran mahar
tidak terbatas, sebagaimana dalam jual beli, karena penundaan pembayaran mahar

bersifat ibadah. Hal penting suami tetap wajib membayar.*

C. Macam-macam Jenisqdviahar

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang
perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh
karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat
relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat

Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang

% |bid,285
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dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan
kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-
masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada
naskah baik Al Quran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang

batas maksimal dan minimal jumlah mahar.*®

Mengenai kewajiban pembayaran mahar para fuqoha telah sepakat bahwa
mahar wajib diberikan ~oleh’ seorang, mempelai laki-laki kepada mempelai
perempuan. waktu pemberianya dilakukan- pada waktu akad nikah. Mahar yang

dimaksud terdiri dari beberapa macam:
a) Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang telah ditetapkan atau dijanjikan bentuk

dan jumlahnya dalam shighat akad. mahar musaima ada dua macam, yaitu :

1) Mahar muasima mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh suami

kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnat;

2) Mahar musamma ghair mu'ajjal, yaitu mahar yang pemberianya

ditangguhkan.”’

% Harijah Damis,// Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan, Kajian
Putusan Nomor 23 K/AG/2012, //Artikel diakses pada tanggal 14 Juni 2019, http://ejournal Pengadilan
Agama Kelas | A Makassar.ac.id.

> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Figh Munakahat (Bandung:Pustaka Setya, 2001), 271
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Dalam kaitanya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar
musamma apabila telah terjadi dukhul. apabila salah seorang dari suami atau istri
meninggal dunia sebagaiman disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi

khalawat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.

Mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan, tetapi merupakan
kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang suami meninggal sebelum
membayar mahar kepada._isterinya, pembayaranya diambil dari harta peninggalan
dan dibayarkan oleh ahli warisnya karena mahar yang belum dibayarkan termasuk
utang-piutang. Apabila istrinya ‘membebaskan utang mahar tersebut, tidak ada

kewajiban ahli waris membayarnya.

Bagi suami yang mentalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar
setengah dari-mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-
Qur'an surat Al-Bagarah ayat 237:
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Artinya :

"Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
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isterimu itu mema‘afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan

nikah®® dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah

kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

melihat segala apa yang kamu kerjakan."*°

Mahar Musamma juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila telah bercampur
dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti
ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari

bekas suami lama. Akan tetapi, Kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib

dibayar setengahnya.
b) Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar yang Atidak disebutkan besar dan jumlahnya pada
saat sebelum ataupun ketika terjadi perntkahan. Jumlahnya ditetapkan menurut
jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah

jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar dan bentuknya pada
saat sebelum atau ketika,terjadi pernikahan), maka.mahar itu mengikuti maharnya

saudara perempuan pengantin wanita (bibi,bude, anak perempuan bude/bibi).

%8 Jalah suami atau wali. kalau Wali mema‘afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar
mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka Dia membayar seluruh mahar.

% Al-Quran, 2:237:
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Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat

dengan dia.”® Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bagarah 236 :
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Artinya:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan

isteri-isteri kamu sebelum kamu-bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maharnya. ‘dan / hendaklah kamu berikan suatu mutah

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut

yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan."*

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, berdasarkan ayat diatas, seorang
suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan
istrinya tanpa menentukan maharnya atau menentukan maharnya, sebagimana yang
diminta oleh pihak istri. atau Ia menentukan mahar mitsilnya, sebagaimana pada

ayat diatas dijelaskan secara rinci pada kalimat, "Hendaklah kalian berikan suatu

mut'ah menurut kemampuanmu®, Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 4:

% Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A , Figh Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media,
2003),87
81 Al-Qur'an,2:236.
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Artinya:
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan®. kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.®®
Berdasarkan ayat di atas, kemungkinan pertama sebagaimana Yyang
dikemukakan oleh Imam Malik berientangan dengan ayat bersangkutan, sedangkan
kemungkinan kedua dipandang akan memberatkan pihak bekas suami, apabila pihak
istri meminta jumlah mahar yang tinggi. Kemungkinan ketiga, yaitu membayar
mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada
kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh
istri. Dalam hal ini, Diperkuat oleh hadis yang dimaksud sebagaimana yang dikutip
Sulaiamn Rasyid, bahwa yang berhubungan dengan seorang suami yang
menceraikan isterinya setelah dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah
maharnya. begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul,

sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada

isterinya.®*

62 pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak,
karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

8 Al-Quran, 4:4
® Ahmad Saebani, Figh Munakahat , 284
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BAB IlI

KETENTUAN MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA

ISLAM YORDANIA DAN PAKISTAN
A. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Yordania
1. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Yordania

Negara Yordania biasa disebut dengan kerajaan hasyimiyah Yordania ialah
negara ditimur tengah yang berbatasan dengan Suriah disebelah utara, Arab saudi di
timur dan selatan, Irak ditimur laut, serta-israel dan tepi barat di barat. Sekitar 95%
penduduknya beragam Islam dengan menganut madzab Hanafi dan beraliran sunny.
Selainya 4% beragam Kristen dan 1% lagi gabungan Druze dan Bahni.® Sekitar 30
% penduduk berada di pedesaan. Kehidupan di kota telah banyak dipengaruhi
modernisasi dan gaya hidup barat. Kaum wanita memiliki kebebasan, baik dalam
berpakaian maupun dalam pengambilan peran dalam masalah pendidikan dan

sosial.®

Sebelum merdeka, Jordania merupakan bagian dari teritorial kerajaan Ustmani

ttonom), yang aknirnya beranir setela perang dunia esatu. ebagaimana
(O ) khi berahi lah dunia k ° Sebagai

® Mardani, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta,Graha IImu,2011), 37

% Sukron Ma’mun, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga
di Negara Muslim, Artikel diakses pada 19 Juni 2019, http:/ejournal, Character Building Development
Center (CBDC), BINUS University.co.id.

" Abdul Qodir Zaelani, Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Moderm,(Bandar
Lampung:Anugrah Utama Raharja (AURA),2013),96.
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negara Arab lainya, berdirinya negara Yordania yang dikenal dengan sebutan Al-
Mamlakah al-Urduniyah al-Hamshimiyah (al-Urdun) tidak lepas dari politik
penjajahan imperalis barat di Timur tengah pasca runtuhnya Daulah Khilafah
Islamiyah. Sama seperti Saudi, Irak dan negeri-negeri Arab lainya, kerajaan
Yordania merupakan pembentukan penjajahan Inggris yang memberontak terhadap
Khilafah Islam yang berpusat di Turki. Tidak aneh jika penguasa Yordan kemudian
menjadi penguasa yang tunduk pada kepentingan penjajah dengan mengeluarkan

kebijakan-kebijakan yang merugikan umat.®®

Namun menurut catatan ‘El-Alami, sébelum lahirnya undang-undang No.92
Tahun 1951, yakni mulai berlaku 15Agustus 1951. Yordania pernah melakukan the
law of Family Rights (Qonum al-Huqug al-A'ilab al-Urduniah) No.26 tahun 1947.
Oleh karena itu Dengan lahirnya Undang-undang No.29 tahun 1951 maka semua
undang-undang terdahulu sudah dihapuskan.®® Dan Negara Yordania mempunyai
Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu The Code of Personal Status and
Suplementary Laws 1976, yaitu Undang-Undang tentang status pribadi dan hukum-

hukum tambahan 1976.”°

®8 Abdul Qodir Zaelani, Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Moderm, 98.

% Abdul Halim Barkatullah, S.Ag,. SH,.Mh,CD dan Dr. Teguh Prasetyo, Hukum Islam
Menjawab Tantangan Zaman yanng Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 122

7 Mardani, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta,Graha IImu,2011), 37
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Undang-undang No0.29 Tahun 1951 ini mencakup 132 pasal, yang dibagi
dalam 16 bab.”* Konon Undang-undang ini sangat mirip dengan Undang-undang
Turki Tahun 1917, baik dari sisi strukturnya maupun aturan rincianya. Kemudian
UU ini diperbarui dengan UU yang lebih lengkap (Comprehensive), dengan
lahirnya Law of Personal Status (Qonum al-Ahwal al-Shakhsiyah) No.61 Tahun
1976 sebelum lahirnya kodifikasi, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania.

Pada Januari 1952 undang-undang-baru diberlakukan di Yordania di dalamnya
terdapat pasal tentang “pengadilan ‘dan vadministrasi peradilan” yang memuat
tentang:’

1) Peradilan syariah merupakan péengadilan eksklusif yang menyelesaikan kasus-
kasus warga negara muslim baik status perorangan maupun wakaf.

2) Pengadilan syariah akan memutuskan kasus-kasus menurut hukum islam.

3) Administrasi perwakapan diatur oleh hukum khusus

4) Kasus hukum pribadi atau _perorangan dan kepemilikan pribadi terkait non
muslim digunakan sistem peradilan non muslim dan diputuskan sesuai dengan
hukum prosedur mereka.

Undang-undang negara Yordania tentang hukum perorangan 1976 memuat

187 artikel yang terdiri dari 19 pasal, diantaranya adalah perihal pernikahan,

™ Bab dimaksud adalah (1) Peminangan; (11) Syarat-syarat Mempelai; (111) Akad Nikah; (V)
Kafa'ah; (V) Pembatalan Perkawinan; (V1) Hakam; (VI1) Mahar; (V111) Nafkah; (1X) Aturan Tentang
Perceraian; (X)Pilihan untuk Cerai; (XI) "lIddah: (XII) Nafkah Keluarga; (X11&XIV) Pemeliharaan
Anak; (XV) Orang Hilang (amfqud); dan (XVI) Aturan Umum.

Supriyadi, SH.I, S.H, "Hukum Keluarga Di Negara Muslim" dalam
http://berbagilmublog.blogspot.com/2014/01/hukum-keluarga-di-negara-muslim.html, (Diakses pada
tanggal 9 juli 2019, jam 09;30)
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perwalian, kawin kontrak, kafaah, jenis-jenis pernikahan, efek-efek pernikahan,
mahar, nafkah untuk istri, prinsip-prinsip umum tentang talaq, khulu’, perceraian oleh
pengadilan, iddah, penentuan wali, pemeliharaan anak, dan lain-lain.
Setelah beberapa tahun Yordania juga memberlakukan Qanun al-Huquq al-
‘A’ilah al-Urduniah No. 26 tahun 1947, kemudian baru disusul dengan lahirnya
undang-undang No. 92 tahun 1951. Kemudian undang-undang ini diperbaharui
dengan undang-undang yang lebih lengkap (comprehensive) denga lahirnya Law of
Personal Status atau yang Aebih dikenal-dengan istilah Qanun al-Ahwal al-
Syakhshiyyah No. 61 Tahun 1976 sebelum'lahirnya kodii, konsep Hanafi menjadi
rujukan di Yordania. Adapun pembaharuan yang terjadi di Yordania di bidang

hukum keluarga di antaranya :

1. Usia pernikahan
2. Mahar dalam pernikahan
3. Wali dalam pernikahan
4. Pernikahan beda agama
5. Perjanian pernikahan
6. Pencatatan pernikahan
7. Perceraian dan
8. Kewarisan (wasiat wajibah).
Undang-undang status personal Yordania digantikan dengan Undang-Undang

Hak Keluarga Yordania tahun 1951. Undang-undang ini menyajikan sebuah
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regulasi yang lebih komprehensif dengan mempertahankan konsep fikih klasik
Hanafi dalam ketiadaan referensi yang spesifik dalam bentuk teks. Tarik ulur usaha
pembentukan peraturan yang mengatur masalah hukum keluarga di Yordania pada
akhirnya mengarah pada kodifikasi peraturan yang didasarkan pada Fikih Klasik

Madzab Hanafi.”®

Berkenaan dengan pemberlakuan. hukum keluarga Islam khususnya
perkawinan di dunia Islam, negara Yordania sebagai pemetaan, dilihat dari sudut
pandang pemberlakuan undang=undang, masuk kelompok negara-negara yang telah
memberlakukan pembaruan hukum-Keluarga Islam. Landasan yang dipakai sebagai
landasan pokok para ahli hukum lebih banyak merujuk langsung pada mazhab
Hanafi, karena mazhab Hanafi memiliki pengaruh yang sangat dominan di negara
Yordania. Akan tetapi ketika dilakukan pembaruan hukum, beberapa mazhab selain
mazhab Hanafi juga dijadikan sumber rujukan untuk memperbaiki materi hukum
keluarga yang sudah ada. Dengan demikian, meskipun Yordania menganut mazhab
Hanafi akan tetapi Yordania dalam melakukan beberapa pembaruan hukum
keluarga menggunakan metode Intra-doctrinal reform, yakni reformasi hukum

dengan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab.”

7 Qodariah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, ( IAIN Raden Fatah

Palembang,Journal Ahkam Vol.XIV No.2 2014) Artikel diakses pada 4 Juni 2019.
™ Sigit Purnomo,"Pembaharuan Hukum Keluarga di Yordania," dalam https://sigitpurnomo,
pembaharuan-hukum-keluarga-di-yordania.html/ (diakses pada tanggal 24 juni 2019).
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2. Ketentuan Mahar Pernikahan Di dalam Hukum Keluarga Islam Yordania

Dalam Undang-Undang Negara Yordania no. 61 tahun 1976, masalah mahar
dibahas dalam pembahasan tersendiri, bagian ke 8, dan memuat 21 pasal, pasal 44-
65,” dan dibahas secara rinci. Namun sebelum itu masalah mahar juga disinggung
pada bagian ke 7; "Aturan-aturan yang Berhubungan dengan Perkawinan", dan
didalamnya memuat masalah mahar, nafkah dan hak untuk saling mewarisi.
Pertama disebutkan tentang status mahar, bahwa kalau akad nikah sudah dilakukan,
mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling mewarisi. Di sana
dijelaskan tentang status mahar; yaitu-kalau/akad nikah sudah dilakukan, mahar dan
nafkah menjadi wajib dan juga ‘ada hak untuk saling mewarisi. Kemudian
disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mahar, isteri wajib
menunjukkan sifat patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan pindah bersama
suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun-di luar negeri, dengan syarat
tempat tinggal tersebut aman. Kalau isteri menolak (tidak patuh) maka hak nafkah

hilang. "

Sementara itu janji untuk mengadakan pernikahan diatur pada pasal dua dan
tiga Undang-Undang Tahun 1951. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji
menikah tidak akan membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun setelah

adanya perjanjian, kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal,

> Qodariah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, IAIN Raden Fatah
Palembang,JournaI Ahkam Vol.XIV No.2 2014) Artikel diakses pada 4 Juni 2019.
7 -
Ibid,
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maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak
laki-laki. Adapun pembahasan mahar secara khusus dapat digambarkan sebagai

berikut jenis mahar terdiri atas:

1) Mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui kedua pihak pada waktu akad

nikah.

2) Mahar sepantasnya (mahar mitsil), yaitu mahar yang sesuai dengan status
sosial keluarga isteri. dika sulit untuk menetapkan mahar yang sesuai maka

disesuaikan dengan kepantasan di tempat tinggalnya.”’

Mahar khusus boleh dibayar tunai atau hutang, seluruhnya atau sebagian, dan
dibuktikan dengan dokumen tertulis. Kalau tidak ada penjelasan tentang waktu
pembayaran berarti mahar dibayar tunai. Pembatalan membayar mahar adalah

karena suami wafat.

Akibat-akibat dart mahar dapat digambarkan bahwa kalau isteri menerima
sebagian mahar, kemudian_setuju_sisanya dibayarkan pada waktu tertentu, isteri
tidak berhak menolak patuh pada suami.”® Kalau jumlah mahar sudah ditetapkan
dalam akad nikah, maka harus dilunasi seluruhnya. Sementara kalau perceraian
terjadi sebelum terjadi hubungan badan, maka wajib membayar setengah mahar.

Kalau pisah terjadi sebelum terjadi hubungan badan antara suami dan isteri dan atas

" Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Hukum perkawinan 1, dilengkapinperbandingan UU
Negara I\glsuslim Kontemporer, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa, 2005),154
Ibid,.
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permintaan isteri karena ada cacat atau penyakit suami atau permintaan wali karena
tidak se-kufu’, maka mahar hilang seluruhnya. Demikian pula mahar kembali
kepada suami kalau terjadi perceraian sebelum hubungan badan. Mahar setengah
harus dibayar kalau perceraian terjadi atas inisiatif suami dan belum terjadi
hubungan badan, misalnya karena perceraian, 11a°, li’an, murtad, impoten, menolak
Islam padahal isterinya Muslimah, atau tindakan-tindakan lain dari suami yang

menyebabkan putusnya perkawinan.”

Demikian pula hak mahar_hilang seluruhnya kalau terjadi perceraian karena
ulah dan tindakan isteri, misalnya 4steri murtad, menolak Islam padahal suaminya
Muslim dan isteri bukan ahli kitab, atau' tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan
putusnya perkawinan. Jika menerima sSesuatu sebagai mahar, isteri harus
mengembalikannya. Juga hak isteri mendapat mahar hilang seluruhnya kalau
perceraian terjadi atas inisiatif suami dengan alasan ada cacat atau penyakit isteri
dan perceraian terjadi sebelum hubungan badan. Demikian juga suami berhak minta
kembali kalau sudah memberikan mahar. Mahar mitsl wajib dibayar kalau tidak ada

mahar khusus dalam akad nikah atau karena tidak ada mahar dalam perkawinan.

Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah mahar khusus dan tidak ada
bukti tentang itu, maka mahar mitsl menjadi wajib. Tetapi kalau tuntutan datang

dari isteri dan jumlahnya tidak lebih besar dari mahar mitsl, maka wajib dibayar.

7® Qodariah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, IAIN Raden Fatah
Palembang,Journal Ahkam Vol.XIV No.2 2014) Artikel diakses pada 4 Juni 2019
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Kalau tuntutan datang dari suami wajib dibayar kalau jumlahnya tidak lebih dari
mahar mithl. Demikian pula kalau terjadi perbedaan pendapat antara suami dan
isteri tentang jumlah mahar khusus, maka kewajiban isteri untuk membuktikan. Dan
kalau tidak dapat membuktikan, maka pendapat suami yang diterima dengan
sumpah, kecuali suami menentukan mahar yang tidak sejalan dengan adat, maka
mahar mitsl yang dibayar. Pada akhirnya tidak ada tuntutan yang dapat dikabulkan
tentang mahar yang bertentangan dengan akad nikah, kecuali didukung dengan

bukti.

Adapun status kepemilikannya;-mahar menjadi kekayaan isteri. Tidak ada
pihak yang berhak meminta sesuatu, dari suami, baik bapak sendiri atau keluarga,
yang berkaitan dengan penerimaan isteri dalam perkawinan. Bahkan suami berhak
menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan
perkawinan. Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak sebagai wali adalah bapak
atau kakek, maka dia berhak memiliki mahar anak/cucunya, bahkan meskipun si
anak sudah mempunyai hak penuh, dengan syarat suami tidak menolak membayar.
Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut boleh diambil wali. Kemudian disebutkan,
suami boleh menaikkan jumlah mahar setelah akad nikah atau menurunkannya oleh

isteri, dengan syarat diterima oleh para pihak yang bersangkutan.®

8 Khoirudin Nasution, Hukum perkawinan 1,155
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B. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Pakistan

1. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Negara Pakistan Terletak di Asia Selatan dan Menurut Perhitungan kalkulasi
Populasi tahun 2014 berjumlah 159.196.336 juta jiwa merupakan negara Muslim
terbesar kedua di dunia. Negara ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang
berbeda, yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai dibawah panji agama
yang beragam pula. Islam tercatat isebagai.agama terbesar yang dianut oleh 97%
jumlah penduduk Pakistan. Sementara agama lain seperti kristen, Hindu dan lainya
hidup secara damai dinegara yang berbatasan dengan Iran di Barat, Afganistan di
Barat Laut, India di Tenggara dan Kashmir di timur Laut.** Negara Pakistan dengan
lebih dari 150 juta penduduk, Pakistan menduduki peringkat ke-enam negara dengan
jumlah penduduk terbanyak di dunia. la juga menduduki peringkat ke-tiga dalam
negara berpenduduk Muslim paling banyak di dunia. Luas wilayah pakistan mencapai

796.095 km. %

Negara Pakistany-berdiriydan memisahkamy, diri dari India tahun 1947.
Sepanjang sejarahnya, fenomena perkembangan dan pembaharuan hukum di
Pakistan selalu diwarnai dengan ketenggangan dan tarik menarik antara hukum
yang dirumuskan penguasa melalui kebijakan sentralisasi dan yunifikasi dengan

hukum yang berjalan dimasyarakat dengan karakter yang pluralistik. Artinya,

8 Dr. Miftahul Huda, M.Ag, Hukum Keluarga Potret keragaman Perundang-Undangan di
Negara-Negara Muslim Modern, (Malang: CV Cita Intrans Selaras,2018),75
8 Mardani, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta,Graha IImu,2011), 47
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fenomena tarik menarik ini telah terjadi dan merupakan karakter proses hukum

dipakistan sejak awal.®®

Kehidupan keberagaman dipakistan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan
kehidupan keberagaman di Negara Muslim lainya. Islam menjadi jalan hidup (way
of life) yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup, rasa dan
kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam, sementar tradisi dan budaya tidak

berpengaruh pada karakteristik Islam:-sécata esensial.®*

Sejak berdirinya NegaraPakistah;/dengan Muhamad Ali Jinnah sebagai
presiden pertamanya, Umat Islam; mencoba menerapkan konsep Islam tentang
sebuah Negara. Mereka menapaki masa pencarian yang terus menerus tentang apa
sebenarnya negar Islam itu. persoalan itu merupakan bahan polemik yang

berkepanjangan diklangan tokoh islam, baik yang tradisional maupun modernis.

Sistem pemerintahan diajukan oleh Majelis Nasional dengan berpedoman
kepada rancangan Undang-Undang hasil sidang liga Muslim pada tahun 1940, yakni
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sistem pemerintahan itu kemudian disyahkan
menjadi konstitusi 1956, yang memuat penyebutan "Republik Islam Pakistan". akan
tetapi pada tahun 1962, yang memuat sebutan "Republik Pakistan” tanpa kata Islam,

dan sebagai kompensasinya dibentuklah dua lembaga, yakni dewan penasihat

83 H
Ibid 47.
8 Miftahul Huda, M.Ag, Hukum Keluarga Potret keragaman Perundang-Undangan di
Negara-Negara Muslim Modern,75
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ideologi Islam dan lembaga pengkajian Islam. Ini terjadi pada masa presiden Agha

Mohammed Yahya Khan.®®

Sejak sebelum merdeka, semasa masih dalam jajahan inggris, Orang-orang
islam india telah memiliki undang-undang tentang hukum keluarga yaitu Undang-
Undang penerapan Hukum Status Pribadi Muslim (Muslim Personal Law Aplication
Act) tahun 1937. Kecuali soal-soal yang terkait tanah dan pertanian diatur dalam
hukum adat, Undang-undang /4937itu mengatur mengenai persoalan-persoalan
keluarga dan waris. Undang-Undang kedua yang mengatur hukum keluarga bagi
orang-orang Islam (Disolution of /Muslim/Mariage Act) Tahun 1939 yang juga
memberikan kedudukan hukum lebih|baik kepada perempuan dengan memberikan
kesempatan pada mereka untuk mengajukan gugatan perceraian kepengadilan

dengan alasan yang dibenarkan.®

Pada masa kolonial Inggris, keteganggan terjadi antara Cummon Law Inggris
beserta hukum islam yang diberlakukan melalui kebijakan prosedural dan peradilan
Inggris yang terasa asing:bagi masyarakat Mustim-berhadapan dengan hukum islam
sebagaimana yang dipahami dan dijalankan masyarakat beserta hukum adat milik

berbagai masyarakat non Muslim. Setelah masa kemerdekaan atau berdirinya

# Mardani, Hukum Perkawinan Islam, 47.
8 M.Atho Mudzar Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan tekanan adat), artikel
diakses pada tanggal 21 Juni 2019, http://ejournal.iainradenintan.ac.id.
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negara Islam Pakistan, ketenggangan tarik menarik terjadi antara hukum Islam yang

dirumuskan pemerintah dan hukum islam yang di interprestasi masyarakat.®’

Tentu saja fenomena ketenggangan tarik menarik antara unifikasi dan
nasionalisasi hukum pemerintah dengan hukum yang hidup dan berjalan
dimasyarakat merupakan hal yang umum terjadi terutama dinegara-negara bangsa
yang baru berdiri. Akan tetapi untuk kasus pakistan, hal ini merupakan persoalan
yang lebih khusus dan kompleks karena terkait eram dengan keseluruhan proses
politik, ekonomi dan sosial negara tersebut. faktor politis yang menjadi persoalan
kemerdekaan Pakistan adalah dalam mendefinisikan ideologi islam. Sebagai dasar
negara dan bijakan Islamisasi satau implementasi dari dasar negara tersebut.terbukti
Pakistan mengalami pergantian konstitusi setiap kali pergantian penguasa. pertama
konstitusi 1958 yang dicetak oleh Jendral Ayyub Khan dan kemudian mengubahnya
sendiri dengan konstitusi 1962. Setelah dikalahkan oleh Yahya Khan penggantinya
ini membuat konstitusi baru tahun 1969. Penguasaan selanjutnya adalah Jendral
Zulfikar Ali Butho yang kemudian membuat konstitusi baru diawal kekuasaanya
tahun 1973. Ali Butho digulingkan oleh presiden Zia Ul-hag yang merevisi
konstitusi 1973 samapi 8kali. Revisi yang kedelapan dianggap sebagai konstitusi
baru 1985 yang karena isinya mengukuhkan keputusan Zia Ul-Haqg yang dibuat
semasa kekuasaannya. Konflik politik ini, terjadi karena antara kelompok yang

berasal dari satu golongan ideologi yaitu Islam, tidak bisa dielakkan dan akan

8 Mardani, Hukum Perkawinan Islam,48.
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melibatkan dan terefleksi dalam hukum. Dan dari sejarahnya, hukum keluarga
adalah yang paling kental merefleksi konflik atau tepatnya fenomena konsistensi

ini.%®

Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab Mudawwamah
al-ahwal al-syakhsyiyyah atau dikenal juga dengan Muslim Family Law Ordinance
(MFLO) tahun 1961. Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 berarti Negara
Pakistan telah berumur 14 tahun. Selama.periode itu (1947-1961) Pakistan sibuk
mempersiapkan naskah UUDnya (konstitusi).) Pada tahun 1956 barulah Pakistan
memiliki UUD yang pertama, setelah-tiga buah rancangan UUD sebelumnya ditolak
pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Semangat dari UUD 1956 itu ialah bahwa semua
hukum warisan zaman penjajahan Inggris yang masih berlaku akan diganti dengan
hukum baru yang berdasarkan atau berorientasi kepada hukum Islam. Praktis UUD
1956 itu hanya dipersiapkan dalam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. Penyiapan
UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, karena adanya
perdebatan di kalangan elit Pakistan di sekitar persoalan apakah Pakistan itu akan
menjadi Negara sekuler bagi orang-orang Islam di Pakistan ataukah menjadi Negara
Islam.® Sejak kemerdekaan sampai munculnya konstitusi tahun 1979 dan tahaun

1985, hukum keluarga yang di inginkan di Pakistan adalah :

1. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961.

88 H
Ibid,48
% M.Atho Mudzar Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan tekanan adat), artikel
diakses pada tanggal 21 Juni 2019, http://ejournal.iainradenintan.ac.id.
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2. Act penerapan syari'ah 1962.

3. Act negara ferderal tentang mahar dan hadiah penggantin 1976 dan

amandemenya yaitu ordonansi mahar dan hadiah pengantin 1980.
4. Undang-undang wakaf tahun 1979.

5. Konstitusi 1985 tentang operasional dan efektivitas peradilan syari‘ah federal
dan peradilan banding. Akan-tetapi.ordonansi hukum keluarga 1961 tidak
termasuk wewenang peradilan ini dan-konsekuensinya ordonansi tersebut tidak
akan tersentuh oleh gugatan akan-legitimasi dan keabsahanya menurut ajaran

Islam.

Undang-undang tentang perkawinan di Pakistan adalah Pakistan: Reform and
protecsion of personal Laws 1947-1987 (Pakistan: Perbaikan dan Perlindungan

Hukum Pribadi 1947-1987).%

Negara Pakistan pernah memberlakukan 3 konstitusi yaitu tahun 1956,1962,
terahir 1973. Wilayah hukum keluarga Islam”pernah ditegaskan dalam Undang-
Undang Pakistan Barat tahun 1962 dimana setahun sebelumnya yaitu tahun 1961
telah diberlakukan terlebih dahulu. Ordonansi Hukum Keluarag Islam yang
dibentuk bedasarkan rekomendasi komisi tersebut diatas. Pelaksanaan Ordonansi

1961 bebarengan waktunya dengan dicabutnya konstitusi pakistan 1956. Ordonansi

% Mardani, Hukum Perkawinan Islam,48



61

ini adalah bentuk reformasi hukum Pakistan terhadap persoalan yang berkaitan
dengan mahar dan nafkah istri serta hal lainya. ordonansi ini juga adalah bentuk
perubahan dari peraturan tentang perlindungan perkawinan dibawah umur tahun
1927, juga peraturan tentang pembatalan perkawinan muslim tahun 1939 yang

dijiwai rasa penghormatan terhadap persamaan hak kaum perempuan.
2. Ketentuan Mahar Pernikahan di Dalam Hukum Keluarga Islam Pakistan

Mengenai "mahar" /ordonansi 1961 'mencantumkan peraturan yaitu; "jika tidak
ada penetapan model pembayaran rmahar’secara spesifik dalam sebuah akad
perkawinan maka jumlah mahar itu-dapat dibayarkan bedasarkan permintaan, aturan

ini di ilhami oleh madzab syiah istna asy‘ariyah.

Dalam ordonansi Pakistan barat 1980 yang mengamandemen Undang-undang
Dowry dan Hadiah Perkawianan 1976 dijelaskan bahwa Dowry bukan termasuk
maskawin (mahar) (pasal 2 poin a). Dalam Undang-undang itu juga terdapat tentang
Dowry dan hadiah perkawianan baik dari orang tua atau pengantin perempuanya

atau kepada pengantin prianya itu tidak boleh melebihi 500 Rupee (pasal 3 ayat 1).”

Terkait mahar dalam perkawinan, di Pakistan terdapat tradisi di mana para
orang tua calon mempelai perempuan berlombalomba menetapkan jumlah mahar
dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya

sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki. Itulah sebabnya telah

* 1bid, 105
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dikeluarkan sebuah UU tersendiri yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan
biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. UU itu disebut Dowry and Bridal
Gift (Restriction) Act tahun 1976 yang kemudian diamandemen dengan Ordinance
No. 36 tahun 1980. Dalam UU itu disebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam

setiap akad nikah, terdapat pemberian-pemberian lain diseputar perkawinan, yaitu:

1. “Bridal gift” (pemberian yang diperjanjikan) yang diberikan kepada calon
pengantin perempuan oleh pihak’pengantin laki-laki atau orang tuanya sebelum,

pada saat, atau setelah akad-nikah tetapi-bukan mahar (maskawin);

2. “Dowry” yaitu pemberian orang ftua pengantin perempuan kepada anak
perempuan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi bukan

bagian dari harta warisannya nanti;

3. ”Present” (hadiah) yaitu pemberian-pemberian yang diberikan kepada keluarga
pengantin laki-laki atau perempuan berhubung dengan terjadinya suatu

perkawinan.

Undang-Undang itu mengatur bahwa jumlah atau nilai semua jenis pemberian
yang diperjanjikan tersebut di atas secara keseluruhan tidak boleh melebihi 5000
Rupee. Demikian juga pengaturan pembayarannya tidak boleh melebihi masa
enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah terjadinya akad nikah. Demikian
juga diatur bahwa pemberian orang lain, baik kepada pengantin laki-laki maupun

perempuan, tidak boleh melebihi nilai 100 Rupee. Kemudian khusus mengenai
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perkawinan pejabat Negara dan pagawai negeri golongan tinggi atau anak mereka,
diatur bahwa mereka tidak boleh menerima pemberian hadiah berupa apapun

juga.92

Diantara isi UU Batasan mahar Pakistan, pasal 3 disebutkan, bahwa jumlah

maksimal mahar adalah 5000 rupee;®

"(1) Neither aggregate value of the dowry and present given to the bride by
her parent nor the aggregate value of the bridal gifts or the present given to the bride

groom shall exceed five thousand)rupees."*

"Nilai gabungan dari mahar dan hadiah pengantin tidak boleh melebihi 5000
rupee, baik mahar dan hadiah pengantin oleh orang tuanya maupun hadiah

pengantin atau mahar yang diberikan kepada mempelai laki-laki"

Pasal 4, hadiah/kado yang baleh diberikan tidak lebih dari 1000 rupee, dan
para penjabat negara tidak ‘bolen menerima hadiah/kado untuk perkawinanya atau
perkawinan anaknya (laki-laki, atau perempuan), yang pemberianya berhubungan
dengan jabatanya; pasal 5, semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian
yang berhubungan dengan oerkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi

hak mutlak isteri, dan untuk kepentinganya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu

%2 M.Atho Mudzar Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan tekanan adat), artikel
diakses pada tanggal 21 Juni 2019, http://ejournal.iainradenintan.ac.id.

% Qodariah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, ( IAIN Raden Fatah
Palembang,Journal Ahkam Vol.XIV No.2 2014) Artikel diakses pada 4 Juni 2019

% Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries.(New Delhi: Academy of Law and
Religion, 1987), 249
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apapun; pasal 6, jumlah mahar dan kebutuhan-kebutuhan lainya yang berhubungan
dengan perkawinan (seperti untuk upacara walimah dan semacamnya) tidak boleh
melebihi 2500 rupee; Pasal 8, bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari
setelah akad nikah harus melaporkan kepada pegawai pencatat tentang jumla yang
dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan; Pasal 9, seorang yang melanggar
aturan yang ada dalam UU ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6

bulan. %

e Pemberlakuan ' sanksi— pelanggaran’ terhadap ketentuan mahar di

Negara Pakistan

Dipakistan, pelanggaran atas UU dalam masalah maskawin/mahar, biaya dan
hadiah (hantaran) perkawianan ( Dowry and Bridal Gifs) dapat dihukum penjara
maksimal 6 bulan; atau denda minimal setara batas maksimum yang diatur dalam
UU. Keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya dapat dijatuhi
hukuman penjara maksimal 3 bulan. Pelanggaran terhadap aturan ini tertuang dalam

pasal 9 ayat 1 Undang-undang ini :

"(1) Whoever contravenes, or fails to comply with and provision of this Act or the
ruler made thereunder shall be punishable with imprisonment of either description
for a term which may extend to six months, or with fine which shall not be less than

the amound proved to have been spent in excess of the maximum limits laid down

% Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and
Religion, 1987),him.249-251
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in this act, or with both, and the dowry, bridal gifts and present given or acepted in
contravension of the previsiont of this act shall be forfeited to the federal
government to the utilized for the mariage of poor girl in such a way as may be
prescribed by ruler made under this act: provided that is both the parents of the party
to the mariage contavene, or fail to comply with anyprovision of this act or ruller
made thereunder, action under this-section shall be taken only againt the father:
provided further that if the parent-who-contravenes, or fails to comply with any
provision of this act. Or the rules'made-thereunder is a female she shall be

punishable with fine only."*

(1) Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam
undang-undang ini,atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana
penjara dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai enam
bulan, atau denda yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan
keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima
yang bertentangan dengan undang-undang ini harus disita oleh pemerintah federal
akan digunakan untuk membiayal pernikahan gadis miskin sedemikian rupa,
sebagimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang dibuat berdasarkan undang-
Undang ini: dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari pihak pernikahan
melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang ini, atau peraturan yang

dibuat dibawahnya tindakan menurut bab ini akan diberlakukan hanya terhadap

% Ibid, 125.
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ayah: Dengan syarat selanjutnya jika orang tua yang melanggar, atau gagal untuk
mematuhi setiap ketentuan Undang-Undang ini atau aturan yang dibuat

dibawahnya, adalah perempuan, diancam dengan denda saja.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas sanksi hukum pelanggaran terhadap
pembatasan mahar ini termasuk dalam kategori ta'zir. Dalam kajian hukum jinayah,
fugaha umumnya mengklarifikasikan tindak pidana dalam 3 bagian: pertama
had,diyat dan ta'zir. Dalam hal ini merupakan tindak pidana yang hukumanya sudah
ditentukan oleh syara’, terkait dengan hak-Allah, atau demi kemaslahatan umum.
Mengenai tindak pidana yang dikategorikan sebagai had ada tujuh macam, yaitu 1)
perzinahan, 2) melakukan tuduhan [zina, 3) mengonsumsi minuman Kkeras, 4)

pencurian, 5) perampokan 6) pindah agama, 7) pemberontakan.

Katergori kedua diyat mencakup tindak pidana 1) Pembunuhan dengan
sengaja, 2) pembunuhan semi sengaja, 3) pembunuhan yang keliru, 4) penganiayaan
sengaja 5) penganiayaan yang keliru. Tindak pidan diyat secara variatif meliputi :
gishas diyat, kafarat, terhalangrdari-hak waris; terhalang dari hak wasiat. Kategori
ketiga ta'zir, suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat, yang dikenal
sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara'. Kebijakan pidana ta'zir sendiri
merupakan otoritas ulul amri (pemerintah/yudikatif) dimana bentuk sanksi

hukumanya beragam®’

%" Amir sabri, Trend kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim, artikel
diakses 16 juli 2019 dari http://amirsabri.blogspot.co.id/
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Dari paparan diatas sanksi atas pelanggaran pembatasan mahar yang
tercantum dalam pasal 9 (Dowry and Bridal Gifts) termasuk kategori yang ketiga,
yaitu Ta'zir dimana siyasyah syari'ah berperan dominan dalam penentuan sanksinya.

pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran pembatasan mahar penikahan ini masih

relevan dengan fikih.
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BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN MAHAR DI YORDANIA DAN

PAKISTAN

A. Analisis hukum Islam terhadap besaran bentuk dan Jenis mahar yang

berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Tsaur dan fugaha Madinah dari
kalangan tabi'in berpendapat,bahwa mahartidak mengenal batas tinggi rendah dan
besar kecilnya. Segala sesuatu yang-dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain
dapat dijadikan sebagali mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu

Wahab dari kalangan pengkikut Imam Maliki.

Sebagian Ulama mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya mahar. Abu
Hanifah memberikan batas minimal mahar sepuluh dirham dan pengikut Imam
Maliki tiga dirham. Ukuran minimal mahar menurut madzab Hanafi didasarkan
pada dalil yang diriwayatrkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Jabir ibn

Abdullah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya :

"Ketahuilah tidaklah wanita dinikahi kecuali oleh para walinya. dan tidaklah
mereka dinikahkan dengan yang sederajat, dan tidak sah mahar yang
diberikan kurang dari sepuluh dirham."®

% Syaih Shahih Bin Ghanim As-sadlan, seputar pernikahan, (Darul hag, Jakarta:2002),17
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Hadis diatas sudah sangat jelas apa yang di ungkapkan oleh madzab Hanafi,
bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham, walaupun bukan berupa uang
sampai ia menyamai nilai sepuluh dirham kertas, meskipun nilainya lebih sedikit

dari itu.

Imam Malik mengambil dasar hukum minimal itu atas dasar suatu kejadian,
bahwa seorang sahabat'’Abd Rahman kawin dengan membayar seperempat dinar

kepada calon isterinya, yaitu sama jumiahnya dengan tiga dirham..
Dalam kitab Muwatha' disebutkan pula’ pendapat Imam Malik:

Kata Imam Malik : Lagi-lagi saya tidak sependapat beliau kalau seorang wanita

dinikahi dengan maskawin kurang dari 1/4 dinar, itu jumlah yang sangat sedikit.*

Dalam pendapat lain Imam Malik berkata bahwa : tidak pernah sependapat
kalau seorang wanita dinikahi yang maharnya kurang dari seperempat dinar, atau
tiga dirham perak atau seharga yang sama. Hal ini tersebut merupakan, kewajiban
minimal dalam potong tangan karena mencuri. Imam Malik menggiyaskan
terhadap hal ini yaitu nishob pencurian. Bahwa setiap anggota tubuh

diperbolehkan dengan ukuranya adalah harta.

Imam syafi'i dan sebagian fugaha lainya tidak memberi batas minimal, bahkan

ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan

% Imam Malik, Muwaththa' al -Imam Malik, terj.Adib Hasan Bisri Mustofa juz 11 (Semarang:
Asy-syifa, 1992),10



70

mahar. Pendapat ini berdasarkan firman Allah : "bahwa kamu mencari istri-istri itu
dengan hartamu, bukan untuk mereka berzina"(An-Nisa':24). maka semua yang
dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak

maksimal pemberian mahar, para fugaha'®

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) tersebut disebabkan
oleh dua faktor. pertama, disebabkan ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara
kedudukanya sebagai salah satu;jenis pertukaran, dan yang dijadikan pegangannya
adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya jual beli,

dan kedudukanya sebagai suatu ibadah sehingga sudah ada ketentuanya.'™

Dalam Undang-Undang Negara' Yordania Dalam Undang-Undang Yordania
No.61 tahun 1976, masalah mahar dibahas dalam pembahasan tersendiri, yaitu
pada bagian ke-8 yang memuat 21 pasal, pasal 44-65. Dalam pasal ini pembahasan
tentang mahar dilakukan secara rinci. Namun sebelum itu, masalah mahar juga
disinggung pada bagian aturan-aturan yang berhubungan dengan perkawinan dan
di dalamnya memuat masalah.mahar;-nafkah; dan hak untuk saling mewarisi. Di
sana dijelaskan tentang status mahar, yaitu kalau akad nikah sudah dilakukan,

mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling mewarisi.

1% peynoh Daly, Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),223
101 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung:
Pustaka Setya,2008), 106.
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Kemudian disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mabhar,
isteri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan
pindah bersama suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun di luar negeri,
dengan syarat tempat tinggal tersebut aman. Kalau isteri menolak (tidak patuh)

maka hak nafkah hilang.

Adapun jenis mahar terdiri-atas: (1) Mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui
kedua pihak pada waktu akad’nikah; (2)Mahar sepantasnya (mahar mitsil), yaitu
mahar yang sesuai dengan status sosial keluarga isteri. Jika sulit untuk menetapkan
mahar yang sesuai maka disesuaikan dengan kepantasan di tempat tinggalnya.
Mahar khusus boleh dibayar tunai atau hutang, seluruhnya atau sebagian, dan
dibuktikan dengan dokumen tertulis. Kalau tidak ada penjelasan tentang waktu
pembayaran berarti mahar dibayar tunai. Pembatalan membayar mahar adalah

karena suami wafat.

Adapun status kepemilikannya, mahar menjadi kekayaan isteri. Tidak ada
pihak yang berhak meminta sesuatu dari-suami, baik bapak sendiri atau keluarga,
yang berkaitan dengan penerimaan isteri dalam perkawinan. Bahkan suami berhak
menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan
perkawinan. Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak sebagai wali adalah bapak
atau kakek, maka dia berhak memiliki mahar anak/cucunya, bahkan meskipun si
anak sudah mempunyai hak penuh, dengan syarat suami tidak menolak membayar.

Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut boleh diambil wali. Kemudian
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disebutkan, suami boleh menaikkan jumlah mahar setelah akad nikah atau
menurunkannya oleh isteri, dengan syarat diterima oleh para pihak yang

bersangkutan.

Tidak ditentukannya jumlah minimal mahar juga dapat kita lihat dalam
undang-undang tentang pembatasan mahar pernikahan dinegara Pakistan. Dalam
Undang-Undang yang berlaku dinegara tersebut (Dowry and Bridal Gift
(Restriction) act tahun 1976 hanya<batas. maksimalah yang diatur dalam pasal.
Inilah yang menjadi perbedaan antara undang-undang ketemtuan pembatasan

mahar di Yordania dan Pakistan.

Menurut undang-Undang yang berlaku dipakistan, dalam pasal 3 (Dowry and
Bridal Gift (restriction) act tahun 1976) dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar

adalah 5000 rupee.'%?

"(1) Neither aggregate value of the dowry and present given to the bride by her
parent nor the aggregate value of the bridal gifts or the present given to the bride
groom shall exceed five thousand rupees."'®

"Nilai gabungan dari mahar dan hadiah pengantin tidak boleh melebihi 5000
rupee, baik mahar dan hadiah pengantin oleh orang tuanya maupun hadiah
pengantin atau mahar yang diberikan kepada mempelai laki-laki".

192 Qadariyah barkah, kedudukan dan jumlah mahar dinegara Muslim, (IAIN Raden Fatah

Palembang, Journal Ahkam Vol.XIV No.2 2014) artikel diakses tanggal 17 Juli 2019
193 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries.(New Delhi:Academy of Law and
Religion, 1987), 249
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1.1 Tabel perbandingan Vertikal Analisis hukum Islam terhadap besaran

bentuk dan Jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara

Pakistan
Tentang Hukum Islam/ Figh Negara Negara Pakistan
Yordania
Besaran/ Perbedaan madzab Tidak ada Ada ketentuan
jumlah antara para fugaha ketentuan yang | tidak boleh
mahar yang menentukan berlaku, melebihi 5000
ketentuan mahar rupee
maka, ketentuan
jumlah mahar
dikembalikan kepada
budaya/ negara yang
menganud salah satu
madzab tersebut.
Batas Menurut fugaha Yordania Tidak ada batas
Minimal Tidak ada batas menganut minimal dalam
Pemberian | minimal dalam Mazhab Hanafi | pemberian mahar
Mahar pemberian mahar Tidak ada batas | pernikahan dalam
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Pernikahan | pernikahan, namun minimal dalam | Hukum Keluarga
terdapat perbedaan pemberian Islam yang
pendapat antara mahar berlaku.

Imam Malik yang pernikahan
mengatakan bahwa dalam Hukum
mahar paling sedikit | Keluarga Islam
seperempat dinar yang berlaku.
emas murni,’atau

perak seberat tiga

dirham, sedangkan

Imam-Abu Hanifah

berpendapat bahwa

mahar paling sedikit

sepuluh dirham.

Batas Fugaha telah sepakat | Tidak ada batas | Ada batas

Maksimal bahwa mahar tidak maksimal dalam | maksimal

Pemberian | ada batas pemberian pemberian mahar,

Mahar tertingginya. mahar diatur dalam pasal

Pernikahan pernikahan 3 (Dowry and

dalam Hukum Bridal Gifts) yaitu
Keluarga Islam | tidak boleh
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yang berlaku. melebihi 5000
rupee

Bentuk Tidak ada ketentuan | Tidak Tidak ditentukan

mahar bentuk yang spesifik | ditentukan bentuk bisa uang
mahar. Namun harus | secara spesifik. | maupun barang
Dijelaskan yang pemberianya
Harta/Benda yang ada batasanya.
akan dijadikan mahar.

Jenis mahar | Ada dua jenis™: Ada dua jenis :

1. Mahar Musamma

adalah mahar yang
telah ditetapkan
atau dijanjikan
bentuk dan
jumlahnya dalam

shighat akad.

2. Mahar mitsil

adalah mahar yang

tidak disebutkan

1. Mahar
khusus,
yaitu mahar
yang
disetujui
kedua pihak
pada waktu

akad nikah.

2. Mabhar

sepantasnya
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besar dan
jumlahnya pada
saat sebelum
ataupun ketika
terjadi pernikahan.
Jumlahnya
ditetapkan menurut
jumlah yang biasa
diterima-oleh
keluarga pihak’istri
karena pada waktu
akad nikah jumlah
mahar belum
ditetapkan

bentuknya.

(mahar
mitsil), yaitu
mahar yang
sesuai
dengan
status sosial
keluarga
isteri. Jika
sulit untuk
menetapkan
mahar yang
sesuai maka
disesuaikan
dengan
kepantasan
di_ tempat

tinggalnya.
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B. Analisis Perbandingan Ketentuan mahar berdasarkan besaran bentuk
dan jenis mahar dalam Hukum Keluarga antara Negara Yordania dan
Pakistan
Pada tataran analisis perbandingan horizontal, terlihat bahwa dua Negara

tersebut yaitu Yordania, Pakistan, memiliki kesamaan dalam menyatakan status
kepemilikan mahar, yaitu merupakan. milik mutlak isteri. Meskipun Yordania
menambahkan ketentuan bahwa kepemilikan mahar dapat diambil oleh ayah atau
kakek, namun dengan syarat' ‘adanya,/ kerelaan dari mempelai laki-laki untuk
membayar. Selain itu, baik secara eksplisit/-maupun implisit, pembayaran mahar
bukan dengan tujuan untuk membeli seorang perempuan dari walinya sebagaimana

yang telah dipraktekkan pada masa Arab pra-Islam.

Persamaan lainnya adalah dalam memberikan rincian tentang ketentuan mahar
dan bentuknya, yaitu memberikan aturan yang lebih rinci melalui ijtihad, terutama
dalam masalah mahar yang masih terhutang. Beberapa hal yang dapat dicatat adalah
mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang apabila terjadi perceraian, sebab
terjadinya perceraian tersebut, dan inisiatif-perceraian itu, apakah datang dari pihak
suami atau isteri, serta perselisihan suami isteri tentang apakah mahar sudah dibayar
atau belum dan jumlah mahar yang telah diperjanjikan. Peraturan secara rinci
tentang hal ini oleh seluruh negara Muslim tersebut sangat diperlukan oleh hakim

sebagai pedoman apabila permasalahan tersebut sampai ke pengadilan.
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Akibat-akibat dari mahar dapat digambarkan bahwa kalau isteri menerima
sebagian mahar, kemudian setuju sisanya dibayarkan pada waktu tertentu, isteri
tidak berhak menolak patuh pada suami. Kalau jumlah mahar sudah ditetapkan
dalam akad nikah, maka harus dilunasi seluruhnya. Sementara kalau perceraian
terjadi sebelum terjadi hubungan badan, maka wajib membayar setengah
mahar. Kalau pisah terjadi sebelum terjadi hubungan badan antara suami dan isteri
dan atas permintaan isteri karena ada-cacat atau penyakit suami atau permintaan
wali karena tidak se-kufu’, maka mahar hilang seluruhnya. Demikian pula mahar
kembali kepada suami kalau terjadiperceraian sebelum hubungan badan. Mahar
setengah harus dibayar kalau perceraian terjadi atas inisiatif suami dan belum terjadi
hubungan badan, misalnya karena perceraian, ila’, /i 'an, murtad, impoten, menolak
Islam padahal isterinya Muslimah, atau tindakan-tindakan lain dari suami yang

menyebabkan putusnya perkawinan.

Demikian pula hak mahar hilang seluruhnya kalau terjadi perceraian karena
ulah dan tindakan isteri, misalnya isteri murtad, menolak Islam padahal suaminya
Muslim dan isteri bukan ahli kitab, atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan
putusnya perkawinan. Jika menerima sesuatu sebagai mahar, isteri harus
mengembalikannya. Juga hak isteri mendapat mahar hilang seluruhnya kalau
perceraian terjadi atas inisiatif suami dengan alasan ada cacat atau penyakit isteri

dan perceraian terjadi sebelum hubungan badan. Demikian juga suami berhak minta
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kembali kalau sudah memberikan mahar.Mahar mitsl wajib dibayar kalau tidak ada
mahar khusus dalam akad nikah atau karena tidak ada mahar dalam perkawinan.

Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah mahar khusus dan tidak ada
bukti tentang itu, maka mahar mitsl menjadi wajib. Tetapi kalau tuntutan datang dari
isteri dan jumlahnya tidak lebih besar dari mahar mitsl, maka wajib dibayar. Kalau
tuntutan datang dari suami wajib dibayar kalau jumlahnya tidak lebih dari
mahar mitsl.

Demikian pula kalau terjadi perbedaan-pendapat antara suami dan isteri tentang
jumlah mahar khusus, maka kewajiban isteri’ untuk membuktikan. Dan kalau tidak
dapat membuktikan, maka pendapat suami yang diterima dengan sumpah, kecuali
suami menentukan mahar yang tidak sejalan dengan adat, maka mahar mitsl yang
dibayar. Pada akhirnya tidak ada tuntutan yang dapat dikabulkan tentang mahar
yang bertentangan dengan akad nikah, kecuali didukung dengan bukti.

Adapun status kepemilikannya, mahar menjadi kekayaan isteri. Tidak ada pihak
yang berhak meminta sesuatu dari suami, baik bapak sendiri atau keluarga, yang
berkaitan dengan penerimaan isteri ‘dalam ‘perkawinan. Bahkan suami berhak
menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan
perkawinan. Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak sebagai wali adalah bapak
atau kakek, maka dia berhak memiliki mahar anak/cucunya, bahkan meskipun si
anak sudah mempunyai hak penuh, dengan syarat suami tidak menolak
membayar. Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut boleh diambil wali. Kemudian

disebutkan, suami boleh menaikkan jumlah mahar setelah akad nikah atau
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menurunkannya oleh isteri, dengan syarat diterima oleh para pihak yang
bersangkutan.

Perbedaan yang terlihat dari beberapa ketentuan yang berlaku di beberapa negara
tersebut adalah dalam menentukan jumlah mahar. Negara Pakistan mencantumkan
dalam aturan yang berlaku bahwa maksimal mahar adalah 5000 rupee. Bahkan
sampai pada kado pernikahan dan- biaya pernikahan juga diberikan pembatasan
maksimal. Selain itu, adanya keharusan bagi wali untuk melaporkan kepada
pegawai pencatat pernikahan tentang biaya-pernikahan dalam waktu 15 hari setelah
pelaksanaan akad nikah. Sanksl' pidana, akan diberikan kepada para pihak yang
melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini Pakistan
merupakan negara yang lebih berani’ memberikan sanksi pidana dalam masalah
mahar.

Negara Yordania memiliki ketentuan adanya perbedaan antara mahar mitsil
(mahar yang sesual dengan status sosial isteri) dan mahar khusus. Berdasarkan
analisis perbandingan vertikal Negara Yordania yang menganut Mazhab Hanaff,
juga tidak jauh berbeda dalam semangat pembaharvan hukum keluarga, khususnya
dalam masalah mahar. Masalah mahar yang terhutang tidak akan dapat dielakkan
untuk dibayar oleh suami meskipun telah terjadi perceraian. Bahkan hutang mahar

merupakan suatu yang prioritas dan sama dengan status pembayaran nafkah.

Pakistan adalah negara dimana kaum Suni bermazhab Hanafi dan kaum

Syiahnya menganut Mazhab Itsnd ‘Asy’ariyah. Dalam peraturan yang berlaku,
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dengan memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang menerima mahar
melebihi batas maksimal, hal itu merupakan suatu bentuk pembaharuan yang sudah
beranjak jauh dari ketentuan yang ada dalam kitab fikih klasik. Hal itu
dimungkinkan karena dilatarbelakangi oleh praktek dimana pihak wali lebih
mendominasi dalam menetapkan jumlah mahar, atau pemberian yang seolah-olah
statusnya sama dengan mahar, dan juga dalam jumlah yang besar, sehingga hal itu
memberatkan pihak yang akan melakukan akad nikah. Jadi aturan itu dibuat untuk
mengembalikan konsep dasar-/Islamvyang-tidak mempersulit masalah pemberian

mahar.

1.2 Tabel perbandingan Horisontal ketentuan mahar di Negara Yordania dan

Pakistan
No Tentang Yordania Pakistan
1 | Status  Kepemilikan | status kepemilikannya, Status  kepemilikan
Mahar mahar menjadi kekayaan mahar menjadi

isteri, disebutkan pula, jika | kekayaan istri, dan
yang bertindak sebagai walinya tidak boleh
wali adalah bapak atau mengambilnya.
kakek, maka dia berhak
memiliki mahar

anak/cucunya, bahkan
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meskipun si anak sudah
mempunyai hak penuh,
dengan syarat suami tidak
menolak membayar. Jadi
terkesan bagian dari mahar
tersebut boleh diambil

wali.

Besaran/ Jumlah

mahar

1. Batas Minimal

Pemberian Mahar

2. Batas Maksimal

Pemberian mahar

Tidak ada ketentuan yang
mengaturjumlah
pemberian mahar dalam

Undang-Undang Negara

Tidak ada ketentuan
yang spesifik namun
dibatasi dalam

pemberian mahar

Yordania. tidak boleh lebih dari
5000 rupee
Tidak ada batas minimal Tidak ada batas

pemberian mahar

minimal pemberian

mahar

Tidak ada batas maksimal

pemberian mahar

Ada, Pasal 3 (Dowry
and Bridal Gifs),
Batas maksimal

pemberian mahar
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yaitu 5000 rupee,
secara metodis
syiasyah syari‘ah,
Ketetapan pemerintah
berdasarkan

kemaslakatan umat.

Bentuk Mahar

Harta/Benda yang

berharga

Harta /Benda yang

berharga

Sanksi

Tidak " T sanksi dalam
Undang-Undang  negara
Yordania namun
disebutkan akibat dari
mahar,  bahwa setelah
menerima mahar, isteri
wajily menunjukkamy sifat
patuh  kepada  suami,
tinggal di rumah suami,
dan pindah bersama suami
ke tempat yang diinginkan

suami. Dan jika istri
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menolaknya maka

nafkah akan hilang

hak

1. Batas Minimal | Tidak ada

Mahar

Tidak ada

Tidak ada
2. Batas Maksimal

Mahar

Ada sanksi mengenai
penetapan pembatasan
maksimal mahar,
mulai dari denda 1000
rupee,kurungan 6
bulan atau keduanya

sekaligus.

C. Analisis Undang-Undang pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap

ketentuan batas minimal dan maksimal mahar di Negara Yordania dan

Negara Pakistan?

Di dalam Undang-Undang negara Yordania, khususnya yang berkaitan

dengan mahar, tidak menentukan sanksi atas ketentuan pemberian mahar

pernikahan negara tersebut, apalagi tentang jumlah/ kadar pemberian mahar, Beda

dengan Di Negara pakistan, pelanggaran atas UU dalam masalah maskawin/mahar,

biaya dan hadiah (hantaran) perkawianan ( Dowry and Bridal Gifs) dapat dihukum
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penjara maksimal 6 bulan; atau denda minimal setara batas maksimum yang diatur
dalam UU. Keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya dapat
dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan. Pelanggaran terhadap aturan ini

tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang ini :

(1) Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam
undang-undang ini,atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana
penjara dengan keterangan untuktistilah yang mungkin mencakup sampai enam
bulan, atau denda yang mungkin mencakup,sampai 10000 Rupee, atau dengan
keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima
yang bertentangan dengan undang-undang ini harus disita oleh pemerintah federal
akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin sedemikian rupa,
sebagimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang dibuat berdasarkan undang-
Undang ini: dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari pihak pernikahan
melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang ini, atau peraturan yang
dibuat dibawahnya tindakan menurut bab ini akan diberlakukan hanya terhadap
ayah: Dengan syarat selanjutnya jika orang tua yang melanggar, atau gagal untuk
mematuhi setiap ketentuan Undang-Undang ini atau aturan yang dibuat

dibawahnya, adalah perempuan, diancam dengan denda saja.

Di Negara Yordania tentang status mahar, bahwa kalau akad nikah sudah
dilakukan, mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling

mewarisi. Di sana dijelaskan tentang status mahar, yaitu kalau akad nikah sudah
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dilakukan, mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling
mewarisi. Kemudian disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mahar,
isteri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan
pindah bersama suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun di luar negeri,
dengan syarat tempat tinggal tersebut aman. Kalau isteri menolak (tidak patuh)

maka hak nafkah hilang. 1%

1.3 Tabel perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan

batas minimal dan maksimal mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan

No Tentang Sanksi
Yordania Pakistan
1 | Besaran/jumlah | Tidak ada sanksi yang Ada sanksi, ancaman pidana
pemberian dibelaku dinegara yordania, | bagi siapa saja yang
mahar namun ada akibat dari menerima mahar melebihi
pernikahan mahar, bahwa setelah batas maksimal.

menerima mabhar, isteri
wajib menunjukkan sifat
patuh kepada suami, tinggal

di rumah suami, dan pindah

194" Qodariah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, IAIN Raden Fatah
Palembang,Journal Ahkam Vol.XIV No.2 2014) Artikel diakses pada 4 Juni 2019.
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bersama suami ke tempat
yang diinginkan suami,
meskipun di luar negeri,
dengan syarat tempat
tinggal tersebut aman.
Kalau isteri_ menolak (tidak

patuh) maka-hak-nafkah

hilang:
Batas minimal | Tidak ada Tidak ada
pemberian
mahar
pernikahan
Batas Tidak ada Ada sanksi mengenai
Maksimal penetapan pembatasan
pemberian maksimal mahar, mulai dari
mahar denda 1000 rupee, kurungan

6 bulan atau keduanya

sekaligus.
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Bentuk

Tidak ada

Tidak ada

Jenis

Tidak ada

Tidak ada
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan mahar di
negara Yordania,dan Pakistan,. Kedua negara tersebut memberikan aturan yang
jelas, tegas, dan rinci dalam masatah-mahar, terutama dalam masalah ketentuan
pembatasan mahar juga terjadinya perceratan dan mahar. Selain itu, semangat untuk
menghindarkan besarnya jumiah’ mahar/juga tergambar dalam ketentuan yang
berlaku. Bahkan Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan jumlah maksimal
mahar sekaligus memberikan sanksi bagi pihak wali yang melanggar ketentuan

tersebut memberatkan pihak keluarga laki-laki.

1. Adapun perbedaan Sanksi atas pelanggaran pembatasan mahar yang tercantum
dalam pasal 9 (Dowry and Bridal Gifts) termasuk kategori Ta'zir dimana
siyasyah syari'ah berperan dominan dalam penentuan sanksinya. pemberlakuan
sanksi terhadap pelanggaran pembatasan mahar penikahan ini masih relevan

dengan fikih.

2. Adapun status kepemilikannya, dinegara pakistan diatur dalam pasal 5 dimana
semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan

perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak isteri.
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Sama dengan di Yordania status kepemilikan mahar menjadi kekayaan istri,
Tidak ada pihak yang berhak meminta sesuatu dari suami, baik bapak sendiri
atau keluarga, yang berkaitan dengan penerimaan isteri dalam perkawinan.
Bahkan suami berhak menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang
berkaitan dengan perkawinan. Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak
sebagai wali adalah bapak atau-kakek, maka dia berhak memiliki mahar
anak/cucunya, bahkan meskipun. si-anak sudah mempunyai hak penuh, dengan
syarat suami tidak menolak membayar:-Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut
boleh diambil wali. Kemudian-disebutkan, suami boleh menaikkan jumlah
mahar setelah akad nikah atau’ menurunkannya oleh isteri, dengan syarat

diterima oleh para pihak yang bersangkutan.
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B. Saran

Akhir kata dari penulis skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat
bagi kita semua. Sebelum mengakhiri tulisan ini penulis ingin memberikan sedikit
saran pada para pihak yang berkompeten dalam bidang ini, kepada para pembaca
khususnya pada seluruh umat Muslim. Semoga dapat jadi masukan yang
membangun dan dapat diterima. Adapun saran lainya yang dapat penulis berikan

sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian' kepustakaan|ini penulis telah berusaha menyususn
secara maksimal dan optimal.) Adapun terhadap kekurangan yang terdapat

dalam skripsi ini- memang disadari karena keterbatasan referensi terkait.

2. Hasil akhir dari terselesaikanya skripsi komparatif ini tentang ketentuan
mahar pernikahan (studi perbandingan di Negara Yordania dan Pakistan)
diharapkan selain sebagai penambah khasanah keilmuan juga berguna
sebagai bahan acuan terhadap penelitian yang akan datang sehingga

melahirkan hasil-hasil penelitian yang lebih baik.
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